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LURAH DESA PANGGUNGHARJO 

KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL 

PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO 

NOMOR 5 TAHUN 2020 

Tentang 

 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA        

TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

LURAH DESA PANGGUNGHARJO,  

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangun-an 

perlu perencananaan pembangunan yang optimal;  

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, 

RKPDesa merupakan rencana kerja Pemerintah Desa 

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan merupakan 

penjabaran RPJMDesa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Desa Panggungharjo tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Desa Panggungharjo 

Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 

2021. 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta ( Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

SALINAN 

SA
LIN
AN



ii 

 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Menjadi Undang-Undang  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya 

Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14,  dan 

15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 59); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) 
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran 

Negara Negara Republik Indonesia  Nomor 5558) 

sebagaimana telah diubah  dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 

2014  tentang Pedoman Tekhnis Penyusunan 

Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2094); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2014  tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 
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13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia   

Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 

14.  Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan 

Keistimewaan  (Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 

Nomor 131); 

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan 

Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2); 

16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana 

Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Kalurahan 

/Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 

Nomor 32); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10  Tahun 

2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan 

Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 

Nomor 23); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul  Nomor 45); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 

2019 tentang Penetapan Kalurhana (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul  Nomor 119); 

SA
LIN
AN



v 

 

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2016 Nomor sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul 

Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55); 

21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 

Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 

104); 

22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) 

Sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul 

Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47); 

23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 

tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86); 

24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129); 

25. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa 

Panggungharjo Tahun 2019 Nomor 6); 
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Dengan Kesepakatan Bersama 

 
BADAN PERMUSYAWARATAN  DESA PANGGUNGHARJO 

 Dan  

LURAH DESA PANGGUNGHARJO  

KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN 

SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DESA DESA PANGGUNGHARJO TAHUN 

ANGGARAN 2021. 

 

Pasal 1 

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 yang 

selanjutnya disebut RKPDesa Tahun 2021 dipergunakan sebagai acuan 

pelaksanaan tugas kerja Pemerintah Desa Panggungharjo Tahun 

Anggaran  2021. 

(2) Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana 

terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Desa. 

 

Pasal 2 

 

RKPDesa Tahun 2021 berisi rencana program/kegiatan pembangunan desa 

pada tahun 2021 yang pada hakekatnya merupakan penjabaran tahun ketiga 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024.  
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Pasal 3 

 

(1)   Dalam hal perubahan nomenklatur Desa menjadi Kalurahan telah 

dikukuhkan, Peraturan Desa yang mengatur Rencana Kerja Pemerintah 

Desa yang ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku dan harus dimaknai 

sebagai  Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan. 

 

(2)      Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun 

Anggaran 2021, kecuali  dilakukan perubahan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 4  

 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa. 

 

Ditetapkan di Panggungharjo 

Pada tanggal 8 Desember 2020 

LURAH DESA PANGGUNGHARJO, 

 

Ttd. 

 

WAHYUDI ANGGORO HADI             

Diundangkan di Desa Panggungharjo 

CARIK DESA PANGGUNGHARJO, 

 

 Ttd. 

 

YULI TRISNIATI 

 

 

LEMBARAN DESA PANGGUNGHARJO TAHUN 2020 NOMOR 5  

NOREG PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON 

KABUPATEN BANTUL : 23/Panggungharjo/2020 tanggal 7 Desember  2020 

 

Salinan Sesuai dengan aslinya, 

An. Carik Panggungharjo 

Kepala Urusan Pangripta, 

 

Ttd 

 

SUNARDIYONO 

      

SA
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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas 

berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa 

(RKPDes) Tahun Anggaran 2020 dapat terlaksana dan menghasilkan 

dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan desa selama enam 

tahun yang akan datang. 

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Perencanaan Pembangunan Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan 

Pembangunan Desa, Pemerintah Desa diwajibkan menyusun Rencana 

Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).  

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) merupakan 

dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk 

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Akhirnya kami megucapkan terima kasih kepada segenap 

komponen masyarakat dan para pihak terkait dalam penyusunan 

dokumen RKPDes Panggungharjo Tahun Anggaran 2020.  

 

             LURAH DESA, 

         

        Ttd 

 

      WAHYUDI ANGGORO HADI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA
LIN
AN



DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL  

PERATURAN DESA   ............................................................................  i 

KATA PENGANTAR    ...........................................................................  vii 

DAFTAR ISI     ......................................................................................  viii 

DAFTAR TABEL    ................................................................................    ix   

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................     x 

 

BAB I PENDAHULUAN .........................................................................  1 

A. Latar Belakang .............................................................................  1 

B. Dasar Hukum ...............................................................................  2 

C. Maksud dan Tujuan  ....................................................................  5 

D. Visi dan Misi  ...............................................................................  5 

E. Proses Penyusunan  .....................................................................  7 

F. Sistematika RKP Desa Panggungharjo ..........................................  8 

 

BAB II Gambaran Umum dan Kebijakan Keuangan Desa .....................  10 

A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah Desa ..............................  10 

B. Kebijakan Keuangan Desa ..........................................................  24 

1. Kebijakan Pendapatan Desa ..................................................  25 

2. Kebijakan Belanja Desa .........................................................  27 

3. Kebijakan Pembiayaan Desa .................................................  38 

 

BAB III EVALUASI PROGRAM /KEGIATAN PEMBANGUNAN ................  39 

A. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKP Tahun 
2019 ...........................................................................................   39 

B. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan RPJMDes dan Priorotas 

Pembangunan Desa .................................................................... 51 
 

BAB IV PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA .........................  60 

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  .............................  60 

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan  ...........................................  61 

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa  .................................  61 

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat ............................................  61 

E. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan 
Mendesak Desa  .........................................................................  62 

 

BAB V PENUTUP .................................................................................  63 

 

SA
LIN
AN



DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2.1   : Luas Pedukuhan  ..............................................................  14 

Tabel 2.2   : Penggunaan Lahan  ...........................................................  14 

Tabel 2.3   : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin  ......................  15 

Tabel 2.4   : Angka Kemiskinan Berdasarkan Data raskin  ...................  16 

Tabel 2.5   : Angka Kemiskinan berdasarkan Data BNPT (PKH)  ............  16 

Tabel 2.6   : Sumber Daya Alam Desa Panggungharjo ...........................  18 

Tabel 2.7   : Sumber Daya Manusia Desa Panggungharjo......................  19 

Tabel 2.8   : Sumber Daya Pembangunan Desa Panggungharjo ............. ..22 

Tabel 2.9   : Sumber Daya Sosial dan Budaya Desa Panggungharjo ...... ..24 

Tabel 2.10 : Target Pendapatan Desa Panggungharjo Tahun 

Anggaran 2020  .................................................................  27 

Tabel 2.11 : Rencana Belanja Desa Panggunghrajo Tahun Anggaran 

2020 .................................................................................  30 

Tabel 2.12 : proyeksi Pembiayaan Desa Panggungharjo Tahun 2020  ...  38  

Tabel 3.1  : Evaluasi dan Capaian Kinerja ............................................  40 

Tabel 3.2  : Daftar Permasalahan  Desa Panggungharjo .......................  52 

Tabel 3.3  : Identifikasi Permasalahan Pembangunan Desa ..................  54 

 

SA
LIN
AN



DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran : 

1. Tabel Daftar Prioritas Kegiatan dan Rencana Anggaran Desa 

2. Tabel Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2021 

3. Tabel Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan 

Kabupaten 

4. Lampiran Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

5. Berita Acara Penetapan RKP Desa 

6. Lampiran SK Tim Penyusun RKP Desa 

7. Lampiran Daftar Hadir Musyawarah Desa (MUSDES) RKP Desa 

8. Lampiran Daftar Hadir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

(Musrenbang) RKP Desa 

9. Daftar Pengertian Istilah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA
LIN
AN



~ 1 ~ 
 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA 

DESA PANGGUNGHARJO TAHUN  2021 

 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 

Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan serta Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang pedoman 

Perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa diwajibkan 

menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang berpedoman 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa Panggungharjo 

memiliki kewajiban menyusun rencana pembangunan desa untuk 

jangka waktu satu tahun. 

 

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah dokumen 

perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin 

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan serta merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

 

Dokumen RKPDes Panggungharjo Tahun 2021 merupakan periode 

tahun keempat dalam RPJMDes Panggungharjo Tahun 2019-2024.  

 

Sebagai suatu dokumen resmi rencana desa, RKPDes menjembatani 

antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan dan 

penganggaran tahunan. Dokumen RKPDes secara umum mempunyai 

nilai yang sangat penting, antara lain :       

1. Merupakan instrument pelaksanaan RPJMDes 

2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa 

berupa   program atau kegiatan. 
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3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian 

sasaran RPJMDes.  

4. Menjadi landasan penyusunan RAPBDes. 

5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang    

APBDes, untuk memastikan APBDes telah disusun berdasarkan 

RKPDes. 

RKPDes Desa Panggungharjo Tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan 

Desa.  

RKPDes Desa Pangungharjo Tahun 2021 yang telah ditetapkan 

digunakan sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Desa 

Panggungharjo tentang APBDes Desa Panggungharjo tahun 2021 telah 

disusun berlandaskan RKPDes Desa Panggungharjo Tahun 2021.  

  

B. Dasar Hukum 

Dasar Hukum penyusunan RKPDes Desa Panggungharjo  Tahun 2021 

adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa 

Jogjakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

44); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik  Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik  Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
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tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 

tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 

Nomor 12, 13, 14,  dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 59); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia  Nomor 

5558) sebagaimana telah diubah  dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014  tentang 

Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014  tentang 

Pedoman Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2094); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016  tentang 

Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1037); 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 611); 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020  tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 

Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan  (Berita 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2020 Nomor 131); 

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2020 Nomor 2); 

16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 

2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan 

Pendanaan Urusan Kalurahan /Kelurahan (Berita Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 

Nomor 32); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 10); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul  Nomor 

45); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang 

Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul  

Nomor 119); 

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus 

Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul  Tahun 2019 

Nomor  76);  

21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah 
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diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 

2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55); 

22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 Pedoman Teknis 

Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2018 Nomor 104); 

23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2019 Nomor 82) Sebagaimana diubah dengan Peraturan 

Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2020 Nomor 47); 

24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang  

Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2020 Nomor 86); 

25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2020 Nomor 129); 

26. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 

2019-2024 (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2019 Nomor 6). 

 

 

C. Maksud dan Tujuan  

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2021 disusun untuk 

mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan serta untuk 

mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan 

pembangunan desa. 

Adapun tujuan penyusunan dokumen RKPDes Panggungharjo Tahun 

2021 adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Desa Panggungharjo 

dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui 

Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. 
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Hasil yang hendak dicapai dalam pelaksanaan RKPDes Tahun 2021 

sesuai dengan  Visi Lurah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon 

Kabupaten Bantul adalah menyelenggarakan pemerintahan yang 

bersih, transparan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan 

masyarakat Desa Panggungharjo yang demokratis,  mandiri, dan 

sejahtera serta berkesadaran lingkungan. 

Visi tersebut dituangkan dalam Misi Lurah Desa Panggungharjo 

Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut: 

a. Mewujudkan pelayanan yang profesional melalui peningkatan tata 

kelola pemerintahan desa yang responsif, akuntabel dan 

transparan. 

b. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang dinamis dan damai. 

c. Meningkatkan potensi dan daya dukung lingkungan untuk 

menciptakan peluang usaha. 

d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan 

hijau yang partisipasif. 

e. Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama Pemerintah 

dan Non Pemerintah. 

 

D. Visi dan Misi 

 

1. Visi 

Visi adalah pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dalm 

kurun waktu tertentu. Visi diartikan sebagai  gambaran spesifik 

tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu 

diwujudkan. 

Visi Lurah Desa Panggungharjo untuk enam tahun mendatang 

(2019-2024) adalah : 

“ Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan 

dan bertanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat desa 

Panggungharjo yang demokratis, mandiri, dan sejahtera 

serta berkesadaran lingkungan” 

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah desa 

Panggungharjo berkeinginan mewujudkan kehidupan mandiri dan 

berkesejahteraan dalam kehidupan yang demokratis dengan 

menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan 

bertanggung jawab. 
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Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut 

adalah sebagai berikut : 

Bersih  dalam arti pemerintahan yang tulus ikhlas dan suci. 

Transparan dalam arti setiap keputusan yang diambil dapat 

dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dapat diakses oleh 

masyarakat. 

Bertanggungjawab dalam arti pemerintahan yang wajib 

menanggung segala sesuatunya dan menerima pembebanan  

sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain. Kalau terjadi 

apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. 

Demokratis dalam arti bahwa adanya kebebasan berpendapat, 

berbeda pendapat dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi 

apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-

sama dengan penuh rasa tanggungjawab. 

Mandiri dalam arti bahwa kondisi atau keadaan masyarakat 

Panggungharjo yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada 

orang lain. 

Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar  masyarakat Desa 

Panggungharjo telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan 

dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, 

papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan 

kebutuhan dasar lainnnya seperti lingkungan yang bersih, aman 

dan nyaman, juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta 

terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Berkesadaran lingkungan dalam menjadikan kelestarian 

lingkungan sebagai ruh atas segala kegiatan pembangunan. 

2. Misi 

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional 

pemerintah desa yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun 

pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah 

ditetapkan. 

Pernyataan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang 

akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran kedepan yang 

diinginkan. 

Misi Desa Panggungharjo dalam RPJMDes Tahun 2019-2024 

adalah sebagai berikut : 
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a. Mewujudkan pelayanan yang profesional melalui peningkatan 

tata kelola pemerintahan desa yang responsif, akuntabel dan 

transparan; 

b. Meningkatkan kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat; 

c. Meningkatkan kehidupan beragama dan sosial budaya yang 

lebih dinamis dan damai; 

d. Meningkatkan potensi dan daya dukung lingkungan untuk 

menciptakan peluang usaha; 

e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangu-

nan hijau yang partisipasif; 

f. Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama 

Pemerintah dan Non Pemerintah; 

g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, 

cerdas, terampil dan berkepribadian luhur; 

h. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana 

umum, pemanfaatan sumbef daya alam dengan memperhati-

kan kelestarian lingkungan hidup dan   pengelolaan risiko 

bencana. 

 

E. Proses Penyusunan 

Proses Penyusunan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) 

Panggungharjo Tahun 2021 melalui tahapan sebagai berikut : 

1) Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui  MUSDES 

(Musyawarah Desa), Musdes Desa Panggungharjo diselenggarakan 

oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) pada hari Sabtu tanggal 

11 Juli 2020 di Aula Desa Panggungharjo yang melaksanakan 

kegiatan : 

a. Mencermati ulang dokumen RPJMDes  

b. Menyepakati Hasil Pencermatan Ulang 

c. Membentuk Tim Verifikasi dengan susunan personil : 

1. Ketua  : Moh. Ari Trianto (Tokoh Masyarakat) 

2. Sekretaris : Tejo Suwarno (Tokoh Masyarakat) 

3. Anggota :  1. Nilam Agustin (TP PKK Desa) 

2. Atri Martono (Unsur Perempuan) 

3. Sugeng Santosa (Tokoh Masyarakat) 
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2) Membentuk Tim Penyusun RKP Desa Panggungharjo dengan 

susunan Personil :  

1. Ketua  :  Yuli Trisniati, SH (Carik Desa) 

2. Sekretaris  :  Drs. Abdul Razak, MPd (Ketua LPMD) 

3. Anggota  :  1.  Sunardiyono (Kaur Perencanaan) 

2.  Kuat Sejati (Kaur TU & Umum) 

3.  Setyo Raharjo (Dukuh Pandes) 

4.  Rosada Roan Athariq (Dukuh Garon) 

5.  Tiara Yudisha (Staf Honorer) 

3) Penyusunan RKP Desa  Panggungharjo melalui Musrenbang pada 

Hari Sabtu  Tanggal 26 September 2020 diaula Balai Desa 

Panggungharjo  

4) Penetapan RKP Desa Panggungharjo Tahun Anggaran 2021  

 

F. Sistematika RKP Desa Panggungharjo Tahun Anggaran 2021 

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Disusun dengan sistemaka 

penulisan sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan 

dokumen RKP Desa yang mencakup latar belakang, dasar 

hukum penyusunan, Visi dan Misi, maksud dan tujuan, 

Proses penyusunan serta sistematika penyusunan RKP 

Desa. 

 

 

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 

Bab ini memuat informasi tentang kondisi obyektif desa 

(sejarah desa, sumber daya alam desa,sumber daya 

manusia, sumber daya pembangunan desa, sumber daya 

sosial budaya), menguraikan evaluasi pelaksanaan RKP 

Desa tahun sebelumnya serta menguraikan tentang 

permasalahan, atau hambatan-hambatan yang masih 

dihadapi dan perlu diatasi melalui RKPDesa ini. Serta 

memuat gambaran umum kebijakan keuangan desa, 

menguraikan arah kebijakan pendapatan desa, kebijakan 

belanja desa, kebijakan pembiayaan desa. 
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BAB III EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN 

RKPDESA TAHUN 2020.  

Bab ini memuat penjelasan terhadap perkiraan capaian 

tahun berjalan, mengacu pada APBDesa tahun berjalan. 

Selanjutnya dikaitkan dengan capaian target RKPDesa 

berdasarkan realisasi program dan kegiatan, serta 

menguraikan identifikasi masalah desa berdasarkan 

RPJMD dan berdasrkan prioritas desa. 

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 

TAHUN 2021 

Bab ini menguraikan tentang perumusan prioritas 

program/kegiatan skala desa atau program/kegiatan yang 

bisa diselesaikan di tingkat desa melalui Dana APBDesa 

Tahun Anggaran 2021. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi 

penjelasan antara lain RKPDesa sebagai pedoman dalam 

penyusunan program prioritas pembangunan, penguatan 

peran desa dalam pelaksanaan pembangunan dan 

merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksaan atas 

kinerja tahunan, serta catatan dan harapan Lurah Desa.   
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BAB II 

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA  

 

A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah Desa Panggungharjo 

Desa Panggungharjo dulu merupakan gabungan dari 3 (tiga) kelurahan 

yaitu : 

1. Kelurahan Cabeyan 

2. Kelurahan Prancak 

3. Kelurahan Krapyak 

Berdasarkan bukti sejarah, Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan 

Maklumat Nomor 7, 14, 15, 16, 17 dan 18 Monarki Yogyakarta yang 

mengatur tentang Tata Kelurahan di Kota itu. Berdasarkan Maklumat 

tersebut, ditetapkan hari jadi Desa Panggungharjo yang jatuh pada 

tanggal 24 Desember 1946. Adanya Maklumat tersebut kemudian 

dikuatkan dengan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa  Yogyakarta 

Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kelurahan 

dan Nama-Namanya. Salah satu isi maklumat tersebut menyatakan 

bahwa dilakukan penggabungan dari 3 (tiga) kelurahan yaitu 

Kelurahan Cabeyan, Prancak, dan Krapyak  menjadi Kelurahan baru 

disebut Kalurahan Panggungharjo.  

 

Keberadaan Desa Panggungharjo tidak bisa dipisahkan dari 

Keberadaan “Panggung Krapyak” dan masyarakat sekitar menyebutnya 

sebagai “Kandang Menjangan” yang berada di Pedukuhan Krapyak 

Kulon. Panggung Krapyak merupakan salah satu elemen dari sumbu 

filosofi yang membelah Kota Yogyakarta yaitu garis Gunung Merapi – 

Tugu Pal Putih – Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat – Panggung 

Krapyak dan Parangkusumo yang berada di Pantai Selatan.  

 

Berdasarkan fakta dan bukti sejarah, akar budaya di Desa 

Panggungharjo tumbuh dan berkembang, yang berhubungan erat dan 

dipengaruhi oleh komunitas dan intervensi budaya yang berkembang 

pada masanya yaitu : 

 

1) Pada abad ke 9 – 10 Desa Panggungharjo adalah merupakan 

kawasan agraris, hal ini dibuktikan dengan adanya Situs Yoni 

Karang Gede di Pedukuhan Ngireng-ireng. Sehingga dari budaya 

agraris ini muncul budaya seperti : Gejok Lesung, Thek-thek/ 
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Kothekan, Upacara Merti Dusun, Tingkep Tandur/Tedhun, 

Upacara Wiwitan, dan budaya-budaya lain yang sifatnya adalah 

merupakan pengormatan kepada alam yang telah menumbuhkan 

makanan sehingga bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan 

umat manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situs Yoni (tampak samping) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situs Yoni (tampak depan) 

 

2) Pada abad ke-16 di wilayah Krapyak Kulon dan Glugo adalah 

merupakan kawasan wisata berburu (Pangeran sedo Krapyak 

1613), sedngkan pada abad ke 17 kawasan ini sebagai tempat olah 

raga memanah kijang/ menjangan dan sebagai tempat pertahanan 

(Sultan HB I- Panggung Krapyak 1760). Budaya yang dibawa dari 

intervensi keberadaan Kraton Mataram sebagai pusat budaya 

sehingga menumbuhkan budaya adiluhung seperti : Panembromo, 

Karawitan, Mocopat, Wayang, Ketoprak, Kerajinan Tatah 

Sungging, Kerajinan Blangkon, Kerajinan Tenun Lurik, Batik, 

Industri Gamelan, Tari-tarian Klasik, dan lain-lain. 

 

Panggung Krapyak (Kandang Menjangan) 
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3) Pada tahun 1911 di wilayah Krapyak Kulon didirikan Pondok 

Pesantren Al Munawwir, sehingga berkembang budaya seperti : 

Sholawatan, Dzibaan, Qosidah, Hadroh, Rodadan, Marawis, dan 

juga budaya-budaya yang melekat pada kegiatan peribadatan 

seperti : Syuran (peringatan 1 Muharram), Mauludan (peringatan 

Maulid Nabi Muhammad SAW), Rejeban (peringatan Isro’ Mi’roj), 

Ruwahan/ Nyadran (mengirim doa untuk leluhur menjelang Bulan 

Ramadhan), Selikuran (Nuzulul Qur’an). dan lain-lain. 

 

4) Sekitar tahun 1900 – 1930 berkembanglah budaya yang tumbuh 

dan berkembang karena adanya kebutuhan bersosialisasi di 

masyarakat, sehingga berkembanglah bermacam-macam dolanan 

anak seperti : Egrang, Gobak Sodor, Benthik, Neker-an, Umbul, 

Ulur/Layangan, Wil-wo, dan lain-lain. Bahkan di kampong Pandes 

berkembang sebuah komunitas “Kampung Dolanan” yang 

memproduksi permainan anak tempo doeloe, seperti : Othok-

othok, Kitiran, Angkrek, Keseran, Wayang Kertas, dan lain-lain. 

 
5)  

6)  
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1) Pada tahun 1980 sampai dengan sekarang di desa Panggungharjo 

yang merupakan wilayah sub-urban mulai berkembang Budaya 

Modern Perkotaan dan banyak mempengaruhi Generasi Muda, 

sehingga berkembanglah kesenian Band, Drumband, Karnaval 

Takbiran, Tari-tarian Modern, Campur Sari, Outbond, Playstation/ 

Game Rental, dan lain-lain. 

Desa Panggungharjo telah melalui 6 (enam) periode kepemimpinan oleh 

beberapa Lurah Desa yaitu : 

1) Hardjo Sumarto 

2) Pawiro Sudarmo 

3) R. Broto Asmoro 

4) Siti Sremah Sri Jazuli 

5) H. Samidjo 

6) Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm.Apt 

 

Desa Panggungharjo merupakan salah satu desa dari tujuh puluh lima 

desa di Kabupaten Bantul, yang terletak pada sisi  paling  utara dengan 

batas wilayah sebagai berikut: 

• Sebelah Utara : Kota Yogyakarta 

• Sebelah Selatan : Desa Timbulharjo 

• Sebelah Barat : Desa Pendowoharjo dan Desa Tirtonirmolo 

• Sebelah Timur : Desa Bangunharjo   

Desa Panggungharjo memiliki wilayah seluas  560.9660 Ha yang secara 

administratif terbagi atas 14 Pedukuhan dan 119 RT.  Jumlah RT yang 

terbanyak terletak di Pedukuhan Krapyak Wetan, Krapyak kulon dan 

Glugo dan jumlah Rt yang paling sedikit adalah Pedukuhan Sawit. 

Secara rinci jumlah RT dan luas wilayah Pedukuhan di Desa 

Panggungharjo dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini : 
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Tabel 2.1 

Luas Pedukuhan 

No Pedukuhan Jumlah RT Luas (m
2
) %

1 Garon 7 35.967,50 6,81

2 Cabeyan 9 37.061,00 7,02

3 Ngreng-ireng 7 29.050,00 5,50

4 Geneng 7 35.801,00 6,78

5 Jaranan 6 32.955,00 6,24

6 Sawit 5 50.340,50 9,53

7 Glondong 8 58.767,50 11,13

8 Pandes 6 50.206,00 5,72

9 Pelemsewu 10 47.685,00 9,03

10 Kweni 8 38.431,50 7,28

11 Dongkelan 10 28.681,50 5,43

12 Glugo 12 41.155,00 7,79

13 Krapyak Wetan 12 26.045,00 4,93

14 Krapyak Kulon 12 35.960,00 6,81

119 548.106,50 100,00JUMLAH  

Sumber  : Data monografi Tahun 2020. 

Penggunaan lahan terbesar adalah untuk sawah sebesar 278.4718 Ha. 

Sedangkan yang terkecil adalah untk perkantoran sebesar 1.5650 Ha. 

Secara rinci penggunaan lahan di Desa panggungharjo dapat dilihat  

pada table 2.2 berikut ini : 

Tabel 2.2 

Data Penggunaan Lahan 

No Penggunaan Luas (Ha)

1 Industri 11,8500

2 Pertokoan/perdagangan 9,2500

3 Perkantoran 1,5650

4 Tanah Wakaf 5,7905

5 Tanah Sawah /Irigasi setengah tehnis) 278,4718

6 Tanah kering / Pekarangan 151,9708  

Sumber data : Monografi Tahun 2020 Semester 1. 

 

Pada tahun 2020 terjadi penyusutan lahan pertanian sebesar 0,016% 

(luas lahan pertanian pada tahun 2019  adalah 278.5163 Ha) yang 

berdampak pada berkurangnya jumlah produksi pertanian. Dengan 

melihat kecenderungan bahwa setiap tahun terjadi pengurangan lahan 

pertanian, maka perlu ada upaya-upaya agar pemenuhan kebutuhan 

dari produk pertanian tetap terjaga serta adanya langkah-langkah 

untuk menekan laju penyusutan lahan pertanian. Penyusutan lahan 
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disebabkan oleh migrasi penduduk dari wilayah desa, kabupaten 

maupun dari wilayah kota Yogyakarta. 

Perkembangan jumlah penduduk di Desa Panggungharjo dari tahun ke 

tahun semakin meningkat dengan adanya mobilitas, migrasi, maupun 

angka kelahiran dan kematian. Jumlah penduduk tahun 2019 

sebanyak 28.746  jiwa, dan pada tahun 2020 sebanyak  28.737 jiwa, 

mengalami penurunan sebesar 0,03%. Pada tahun 2020 Jumlah 

penduduk di Desa Panggungharjo menurut data monografi sebesar 

28.737 jiwa yang terdiri penduduk laki-laki sebanyak 14.726 jiwa dan 

penduduk perempuan sebanyak 14.011 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga 

sebanyak 9.368 KK yang terdiri  dari Kepala Keluarga Laki-laki 

sebanyak 6.244 KK dan kepala keluarga perempuan sebanyak 3.124 

KK. Data penduduk tahun 2020 menurut jenis kelamin disajikan 

dalam table 2.3 berikut ini: 

Tabel 2.3 

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan Jumlah

(jiwa) (jiwa) (jiwa)

1 Garon 482 474 956

2 Cabeyan 832 820 1.652

3 Ngreng-ireng 596 571 1.167

4 Geneng 641 650 1.291

5 Jaranan 924 959 1.883

6 Sawit 845 886 1.731

7 Glondong 1.116 1.081 2.197

8 Pandes 415 443 858

9 Pelemsewu 1.046 1.069 2.115

10 Kweni 1.371 1.366 2.737

11 Dongkelan 1.137 1.190 2.327

12 Glugo 1.473 1.310 2.783

13 Krapyak Wetan 1.655 1.696 3.351

14 Krapyak Kulon 2.189 1.495 3.684

14.722 14.010 28.732

No Pedukuhan

Jumlah

Sumber data : Monografi tahun 2020 Semester 1. 

 

Dengan luas wilayah 560.9660 m2, jumlah penduduk di Desa 

Panggungharjo pada tahun 2020 mencapai 28.732 jiwa dengan 

kepadatan tertinggi berada di Pedukuhan Krapyak Kulon dan 

kepadatan terendah berada di pedukuhan Pandes.  

Sumber utama pertumbuhan ekonomi tahun 2020 terutama didukung 

oleh kinerja pada sektor pertanian, real estate, perdagangan besar dan 
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eceran, jasa-jasa yang mengalami laju pertumbuhan yang lebih baik 

dibandingkan tahun sebelumnya. Industri di Desa Panggungharjo 

didominasi oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Industri skala kecil 

yang terkonsentrasi di lokasi tertentu membentuk sentra produk–

produk tradisonal (batik, mainan tradisional, wayang, blangkon). 

Disamping itu yang mendukung pertumbuhan ekonomi adalah Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggungharjo “Panggung Lestari”, Pasar 

Desa yang mampu menyerap tenaga kerja lokal yang banyak.  

         

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi 

untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Angka kemiskinan Desa 

Panggungharjo tahun 2017 – 2020 dapat dilihat pada tabel  2.4 berikut 

ini : 

 

Tabel 2.4 

Angka Kemiskinan Berdasarkan BPNT (PKH) 

No Tahun Jumlah Penduduk 

(KK) 

Jumlah penduduk miskin 

(KK) 

1. 2017 9.134 1.071 

2. 2018 9.184 1.168 

3. 2019 9.299 1.075 

4. 2020 9.368 1.025 

Sumber :  Data BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dari tahun 2017-
2020. 

 

Berdasarkan data BPNT (PKH)  dari tahun 2017 prosentase angka 

kemiskinan di Desa Panggungharjo mengalami penurunan, sehingga 

terjadi peningkatan prosentase penduduk diatas garis kemiskinan.  

Sesuai dengan perkembangan dan dinamika dan tuntutan masyarakat, 

kinerja Pemerintah Desa Panggungharjo selalu berupaya untuk 

dioptimalkan. Hal tersebut selain dari tuntutan regulasi peraturan 

perundangan juga sebagai wujud respon  dan kepedulian Pemerintah 

Desa untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanannya. Oleh 

karenanya, segala program pembangunan pemerintah desa selalu 

diupayakan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik 

(good government).  
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Kualitas pembangunan desa di dorong salah satunya oleh 

kesejahteraan keluarga karena pada pokoknya penyebab suatu 

permasalahan itu bersumber pada keluarga. Di Desa Panggungharjo, 

penguatan kelembagaan keluarga harus diutamakan untuk dapat 

mengatasi permasalahan dalam keluarga. Sasaran dari penguatan 

kelembagaan keluarga adalah meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

 

Desa Panggungharjo memiliki Potensi yang sangat besar, baik sumber 

daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan desa, 

sumber daya sosial budaya maupun kelembagaan /organisasi. Sampai 

saat ini potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal 

diberdayakan. Dengan adanya BUMDes dan Pendirian Pasar Desa serta 

lembaga-lembaga desa diharapkan dapat memicu pertumbuhan potensi 

ekonomi, sosial, budaya dalam masyarakat. Potensi yang dimiliki Desa 

Panggungharjo meliputi : 

 

1. Sumber Daya Alam 

Secara alami, Desa Panggungharjo memiliki berbagai macam 

potensi alam yang bisa dikelola oleh masyarakat. Pertanian 

merupakan bagian dari sumberdaya alam yang tidak terpisahkan 

dari sebagian penduduk. Masih banyaknya lahan dan tegalan 

menjadi potensi yang harus digarap dengan sungguh – sungguh` 

Sumber daya alam Desa Panggungharjo sampai saat ini dapat 

dilihat dalam tabel 2.5 sebagai berikut : 
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Tabel 2.5 

Sumber Daya Alam Desa Panggungharjo

No Uraian Sumber Daya Alam  Volume Satuan

1. Lahan Pekarangan 151,9708 Ha

2. Lahan Persawahan 278,4718 Ha

3. Lahan Industri 11,8500 Ha

4. Lahan Pertokoan/Perdagangan 9,2500 Ha

5. Lahan Perkantoran 1,5650 Ha

6. Tanah Wakaf 5,7905 Ha

7. Sungai 25,1750 m

8. Jalan Nasional 2,0530 m

9. Jalan Propinsi 3,4040 m

10. Jalan Kabupaten 3,8750 m

11. Jalan Desa 5,9661 m

12. Jalan lingkugan / gang 8,807 m

13. Telaga / embung 1 Ha

14. Komoditas perkebunan

a.    Kelapa 980 Batang

b.   Tebu 53.000 m
2

15. Komoditas Kehutanan

a.    Jati 1.200 Batang

b.   Mahoni 540 Batang

c.    Sengon 4.000 Batang

16. Komoditas Peternakan

a.    Sapi 460 Ekor

b.   Kuda 114 Ekor

c.    Kambing 1.054 Ekor

d.   Domba 4.151 Ekor

e.    Kelinci 162 Ekor

f.     Itik 2.161 Ekor

17. Komoditas Perikanan

a.    Gurami 3.028 Ekor

b.   Lele 3.766 Ekor

c.    Ikan hias 33.070 Ekor

d.   Nila 3.533 Ekor

e.    Bawal 2.241 Ekor

 

Sumber : data Monografi  tahun 2020 Semester I. 
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2. Sumber Daya Manusia 

 

Desa Panggungharjo memiliki sumber daya manusia yang 

melimpah yakni 28.737. orang yang tersebar di 14 (empat belas) 

pedukuhan. Berdasarkan tingkat pendidikan, lulusan SMU/SMK 

mendominasi yakni lebih dari 5.000 (lima ribu) jiwa. hal ini 

menunjukkan bahwa SDM Desa Panggungharjo termasuk yang 

berkualitas. Hal ini bisa dilihat dari hasil seleksi pamong Dukuh 

Krapyak Kulon pada tahun 2019 merupakan lulusan sarjana. 

Kondisi sumber daya manusia Desa Panggungharjo bisa dilihat 

dalam tabel 2.6 sebagai berikut : 

 

Tabel 2.6 

Sumber Daya Manusia  di Desa Panggungharjo  

No Uraian Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah Satuan 

1. Penduduk dan Keluarga 

a. Jumlah Penduduk 28.737 Orang 

b. Jumlah Penduduk Laki-Laki 14.726 Orang 

c. Jumlah Penduduk Perempuan 14.011 Orang 

d. Jumlah Kepala Keluarga  9.368 Orang 

 

2. Jumlah Penduduk Menurut Agama 

a. Islam 27.098 Orang 

b. Kristen       730 Orang 

c. Katholik       749 Orang 

d. Hindu         65 Orang 

e. Budha         60 Orang 

f. Penganut/Penghayatan 

Kepercayaan terhadapTuhan YME 

        35 Orang 

 

3. 

 

 

 

 

 

Jumlah Penduduk  

Menurut Usia 

a. Kelompok Pendidikan   

1) 00 – 03 tahun 1.099 Orang 

2) 04 – 06 tahun  1.317 Orang 

3) 07 – 12 tahun 1.346 Orang 

SA
LIN
AN



~ 21 ~ 
 

 

 

 

 

 

4) 13 – 15 tahun 1.228 Orang 

5) 16 – 18 tahun   913 Orang 

6) 19 -   keatas   971 Orang 

b. Kelompok Tenaga Kerja   

1) 10 – 14 tahun 631 Orang 

 

No Uraian Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah Satuan 

 2) 15 – 19 tahun 1.791 Orang 

 3) 20 -  26 tahun 1.846 Orang 

 4) 27 – 40 tahun 4.445 Orang 

 5) 41 – 56 tahun 3.812 Orang 

6) 57  ke atas 6.213 Orang 

4. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

a. Lulusan Pendidikan Umum   

1) Sarjana (S1-S3) 1.104 Orang 

2) Akademi (D1-D3)     910 Orang 

3) SMU/SMK 9.487 Orang 

4) SMP 4.056 Orang 

5) Sekolah (SD) 4.466 Orang 

6) Taman Kanak-Kanak (TK) 3.309 Orang 

b. Lulusan Pendidikan Khusus   

1) Pondok Pesantren   338 Orang 

2) Madrasah   369 Orang 

3) Pendidikan Keagamaan   370 Orang 

4) Sekolah Luar Biasa    13 Orang 

5) Kursus / Ketrampilan  181 Orang 

5. Jumlah Menurut Mobilitas / Mutasi penduduk 

a. Lahir 116 Orang 

1) laki-laki 57 Orang 

2) Perempuan 59 Orang 

b. Mati 115 Orang 

1) Laki-laki  60 Orang 

2) Perempuan 55 Orang 

c. Datang 101 Orang 

1) Laki-laki  43 Orang 

2) Perempuan  58 Orang 
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d. Pindah 153 Orang 

1) Laki-laki  63 Orang 

2) Perempuan  90 Orang 

  

  

No Uraian Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah Satuan 

6. Sumber Penghasilan Utama Penduduk 

 a.  PNS (Pegawai Negeri Sipil) 671 Orang 

 b. TNI (Tentara nasional Indonesia) 101 Orang 

 c. POLRI  (Polisi Republik Indonesia) 129 Orang 

 d. Karyawan Swasta   6.451 Orang 

 e. Wiraswasta / Pedagang 769 Orang 

 

f.  Petani 750 Orang 

g. Buruh Tani   219 Orang 

h. Buruh 6.292 Orang 

i.  Pensiunan   281 Orang 

j. Jasa   286 Orang 

k. Lain-lain (air, gas, listrik, 

konstruksi, perbankan, dll) 

1.327 

 

Orang 

Sumber : Data monografi Desa Tahun 2020 Semester I.  

 

3. Sumber Daya Pembangunan Desa 
Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber 

kemandirian, perkembangan pembangunan harus berdampak 

pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar 

dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi 

lebih baik. 

Pengelolaan sarana dan pra sarana merupakan tahapan yang 

berkelanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar 

mampu melanjutkan program pembangunan secara mandiri. 

Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat agar 

mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan 

adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam 

pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan 

mampu mengelola berbagai kegiatan pembangunan. 

Sebagai pendukung pengembangan potensi masyarakat, sumber 

daya pembangunan merupakan elemen penting untuk 
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melaksanakan pembangunan. Pembangunan tidak hanya bersifat 

infrastruktur semata tetapi meliputi pembangunan sumber daya 

manusia. Data sumber daya pembangunan tercantum dalam tabel 

2.7 sebagai berikut : 

 

Tabel 2.7 

Sumber Daya Pembangunan 
No Uraian Sumber Daya Pembangunan Jumlah Satuan 

1. Aset Prasana Umum   

a. Jalan 45.149 M 

b. Jembatan 34 Buah 

c. gedung pertemuan 28 Unit 

d. poskamling 109 Unit 

e. gapura 43 Buah 

f. lapangan 13 Buah 

g. makam 39 Lokasi 

h. Bank Sampah 17 Unit 

2. 

 

Aset Prasarana Pendidikan   

a. Gedung Paud 15 Unit 

b. Gedung TK 13 Unit 

c. Gedung SD 9 Unit 

d. Gedung SMP 2 Unit 

e. Gedung SMA/SMK 4 Unit 

d. Gedung Perguruan Tinggi 5 Unit 

d. Gedung Taman Pendidikan Al-Qur’an 26 Unit 

e. Gedung Pondok Pesantren  15 Unit 

f.  Gedung perpustakaan 1 Unit 

3. Aset Prasarana Kesehatan 

a. Posyandu Balita/Lansia 26 Unit 

b. Pustu 1 Unit 

c. MCK 1 Unit 

d. Sarana Air Bersih 2 Unit 

e. IPAL Komunal 4 Unit 

f.  klinik bersalin  7 Unit 

g  Apotek 6 Unit 
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4. Aset Prasarana Ekonomi 

a. Toko 80 Buah 

b. kios /Warung kelontong 314 Buah 

c. warung makan 199 Buah 

d. wiasata kuliner 8 Buah 

e. jasa (loundry, cuci mobil, dll) 148 Buah 

No Uraian Sumber Daya Pembangunan Jumlah Satuan 

 f. swalayan 11  

 g. Restoran/Rumah makan 17  

5. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif 

 a. Jumlah Kelompok Usaha 26 Buah 

 b. Jumlah kelompok usaha yang sehat 13 Buah 

6.  Aset berupa Modal 

a. Total aset produktif 1 Buah 

b. Total pinjaman di masyarakat 0 Buah 

7. Aset Prasarana Peribadatan 

a. Masjid 42 Unit 

b. Musholla 48 Unit 

c. Geraja   

Sumber : data monografi desa tahun 2020 semester I. 

 

4. Sumber Daya Sosial dan Budaya 

Sasaran pelayanan sosial adalah masyarakat Desa Panggungharjo 

yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat 

menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya 

sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, 

rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, 

kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, 

keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan atau 

keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara 

mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. 

Desa Panggungharjo memiliki beberapa sarana sosial  seperti 

Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel JPS), yang Jenis 

perlindungannya meliputi kesehatan, pendidikan serta  kesehatan 

ibu dan anak. 
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Sebagai bagian dari DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), Desa 

Panggungharjo tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan 

keistimewaan bidang kebudayaan. Setiap tahun Desa 

Panggungharjo menyelenggarakan festival seni dan budaya untuk 

memperingati hari jadi Desa Panggungharjo. 

Sarana penyelenggaraan seni yang dimiliki Desa Panggungharjo 

berupa lembaga budaya desa “Bumi Panggung” dan group 

kesenian di pedukuhan. Program yang dilaksanakan dalam 

urusan kebudayaan adalah pengembangan nilai budaya. 

Pengelolaan kekayaan budaya daerah dan pengelolaan keragaman 

budaya. Sumber daya sosial dan budaya tercantum dalam tabel 

2.8 sebagai berikut : 

 

Tabel 2.8 

Sumber Daya Sosial dan Budaya 

No Uraian Sumber Daya Sosial Budaya Jumlah Satuan 

1. Situs budaya 5 tempat  

2. Usaha Kerajinan 104 Tempat 

3. Usaha Kuliner 148 Tempat 

4. Pengobatan Tradisional 31 Orang 

5. Galeri 13 Tempat 

6. Sejarah 2 Tempat 

7. Sanggar Multi 8 Tempat 

8. Seni Pertunjukkan 56 Tempat 

9. Tokoh Seni 43 Orang 

10. Adat Istiadat 65 Tempat 

Sumber : data hasil pendataan Lembaga Budaya Desa “Bumi Panggung” 
 

B. Kebijakan Keuangan Desa  

Arah kebijakan anggaran Desa Panggungharjo difokuskan untuk 

mendukung program-program untuk mencapai visi dan misi Desa 

Panggungharjo, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik 

dan kesejahteraan masyarakat. 

Untuk mengimplementasikan kebijakan umum anggaran berpedoman 

pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu : 
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1. Partisipasi Masyarakat; 

2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran; 

3. Disiplin Anggaran; 

4. Keadilan Anggaran; 

5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.  

Kebijakan pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari kebijakan 

desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan 

menekankan pada prinsip money follow function. 

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada Peraturan Bupati Bantul 

Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

Sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bertumpu pada 

upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun 

pembelanjaan. 

Lurah Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan 

Keuangan Desa) dalam  melaksanakan  pengelolaan keuangan desa 

dibantu oleh  PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa) yang terdiri 

atas: 

a. Carik Desa  

b. Kepala Urusan dan Kepala Seksi; dan  

c. Kepala Urusan Keuangan 

 

Carik bertugas selaku koordinator pelaksana pengelola, Kepala Urusan 

dan Kepala Seksi bertugas sebagai pelaksana kegiatan dan Kepala 

Urusan Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Kepala 

Urusan dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim 

Pelaksana Kegiatan yang bertugas melaksanakan kegiatan pengadaan 

barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan 

sendiri. Penunjukan PPKD dan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan 

ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.  Kepala Urusan Keuangan 

dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan dapat  dibantu oleh staf 

desa yang berkedudukan dibawah Kepala Urusan Keuangan. Dalam 

pengelolaan keuangan yang akan dilakukan antara lain mempertajam 

esensi pengelolaan keuangan desa dalam sistem penyelenggaraan 
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pemerintahan desa yang menyangkut penjabaran hak dan kewajiban 

desa dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme 

penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan 

pengawasan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. 

 

1. Kebijakan Pendapatan Desa   

Pendapatan Desa yaitu semua penerimaan desa dalam 1 (satu) 

tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu 

dikembalikan oleh desa. 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan 

ekonomi dan sumber daya yang tersedia,  mengalokasikan sumber 

daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan 

mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran 

secara baik. Pendapatan desa merupakan unsur penting dalam 

struktur APBDes. Karena besaran pendapatan desa sangat 

menentukan kemampuan desa dalam membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta 

Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. 

Berdasarkan sumbernya pendapatan desa dikelompokkan atas 

Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer, Pendapatan Lain-lain.  

 

Pendapatan Asli Desa merupakan penerimaan diperoleh dari 

sektor sebagai berikut :   

1) Hasil Usaha Desa yang berasal dari bagi hasil BUMDes 

2) Hasil Aset Desa yang berasal dari  Sewa Tanah Kas Desa, 

bangunan/ gedung milik desa.  

3) Swadaya partisipasi dan gotong royong masyarakat. 

 

Adanya otonomi desa memberi kewenangan  yang luas kepada 

desa untuk mengatur dan mengelola pendapatan desa sehingga 

diharapkan dapat memacu desa menuju tingkat kemampuan 

keuangan desa yang lebih baik. Arah kebijakan pendapatan desa 

adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini 

menjadi sumber pendapatan asli desa yaitu dengan optimalisasi 

Tanah Kas Desa, Bangunan Desa dan bagi hasil dari BUMDes. 
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Selain itu arah kebijakan pendapatan desa adalah optimalisasi 

penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi yang merupakan dana 

transfer dari Pemerintah Kabupaten. Arah kebijakan pendapatan 

desa dalam rangka optimalisasi bagi hasil pajak dan retribusi 

dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut : 

1) Melakukan pendekatan kepada wajib pajak  dan wajib 

retribusi untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar 

pajak dan retribusi; 

2) Menyampaikan SPPT kepada wajib pajak dan wajib retribusi 

seawal mungkin; 

3) Penerangan mobil keliling yang menghimbau Wajib Pajak 

segera membayar PBB  

4) Evaluasi, intensifikasi dan pembinaan PBB  

5) Membentuk posko pembayaran PBB di pedukuhan 

6) Melaksanakan jemput bola bagi WP potensial 

7) Memberikan reward bagi dukuh yang perolehan PBB 

mencapai 65 % keatas.  

 

Prakiraan target pendapatan Desa Panggungharjo pada tahun 

anggaran 2021 adalah sebagai berikut :  

 

Tabel 2.9 

Target Pendapatan Desa Panggungharjo 

 Tahun Anggaran 2021 

 

Kode 

Rek. 
Uraian 

Tahun 

Ket Berjalan (n/2020) 

(Rp) 

Proyeksi  

(n-1/2021)  

(Rp) 

4. Pendapatan  5.129.240.387 6.275.064.041  

4.1 Pendapatan Asli Desa 688.844.000   

4.1 Pendapat Asli Kalurahan  892.347.154  

4.1.1 Hasil Usaha Desa 2.500.000   

4.1.1 Hasil Usaha Kalurahan  62.000.000  

4.1.2 Hasil Pengelolaan Aset Desa 681.344.000 825.347.154  

4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan 

Gotong – royong  

- - 
 

4.1.4 Lain – lain Pendapatan Asli 

Desa  

5.000.000 5.000.000 
 

4.2 Dana Transfer  4.440.396.387 5.382.716.887  

4.2.1 Dana Desa (DD) 1.437.616.000 1.437.616.000  

4.2.2 Bagian Hasil Pajak dan 

Retribusi Daerah  

642.198.387 642.198.387 
 

4.2.3 Alokasi Dana Desa (ADD) 1.600.582.000   
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4.2.3 Alokasi Dana Kalurahan  1.472.702.500  

4.2.4  
Bantuan Keuangan Provinsi 

-    

1.545.200.000 
 

4.2.4.

1 

Bantuan Keuangan APBD 

Provinsi  

- - 
 

4.2.5 Bantuan Keuangan APBD 

Kabupaten 

760.000.000 

 

285.000.000 
 

4.3 Pendapatan Lain – lain - -  

4.3.1 Hibah dan Sumbangan dari 

Pihak Ketiga  

- - 
 

4.3.2 Lain – lain Pendapatan Desa 

yang Sah 

- - 
 

 

2. Kebijakan Belanja Desa 

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja desa terdiri dari 5 (lima) 

bidang yaitu ; 

1)  Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 

5  (lima) Sub Bidang sebagai berikut : 

a. Sub Bidang Penyelenggaraan belanja siltab, tunjangan 

dan operasional pemerintah desa. 

b. Penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa. 

c. Pengelolaan administrasi kependuddukan, pencatatan 

sipil, statistik dan kearsipan’ 

d. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, 

keuangan dan pelaporan. 

e. Sub Bidang Pertanahan 

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang terdiri dari  7 

(tujuh) Sub Bidang sebagai berikut : 

a. Sub Bidang Pendidikan 

b. Sub Bidang Kesehatan 

c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman 

e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 

f. Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

g. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya dan Mineral 

h. Sub Bidang Pariwisata 
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3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang terdiri dari 4 

(empat) Sub Bidang sebagai berikut : 

a. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat 

b. Kebudayaan dan Keagamaan 

c. Kepemudaan dan olah raga 

d. Kelembagaan Masyarakat  

 

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari  6 (enam) 

Sub Bidang sebagai berikut : 

a. Kelautan dan perikanan 

b. pertanian dan peternakan 

c. Peningkatan kapasitas aparatur desa 

e. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan 

keluarga 

f. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

g. Dukungan penanaman modal 

h. Perdagangan dan perindustrian 

 

5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak 

Desa yang terdiri dari  3 (tiga)) Sub Bidang sebagai berikut : 

a. Penanggulangan bencana 

b. Keadaan Darurat 

c. Keadaan Mendesak 

Kebijakan belanja desa tahun anggaran 2021 menggambarkan 

arah kebijakan belanja desa dalam menjalankan pemerintahan 

Desa Panggungharjo Tahun 2021. Belanja desa diprioritaskan 

dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan desa yang terdiri dari 5 (lima) bidang.  

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran belanja 

desa disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang 

berorientasi pencapaian hasil dari input yang direncanakan. 

Kebijakan perencanaan belanja desa sebagai berikut : 

1) Belanja desa memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja 

yang wajib dikeluarkan antara lain belanja penyelenggaraan 

belanja siltab, tunjangan, dan operasional pemerintahan 

desa. 
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2) Belanja desa memprioritaskan untuk penanggulangan dan 

penanganan kebencanaan dan untuk belanja pembangunan 

infrastruktur diprioritaskan untuk penanganan bencana dan 

keamanan 

3) Belanja dalam rangka yang digunakan untuk melindungi dan 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang diwujudkan 

dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, 

pendidikan, kesehatan, fasilitas social, fasilitas umum serta 

pengentasan kemiskinan. 

4) Belanja pada setiap bagian untuk menunjang efektifitas 

pelaksanaan tugas  dan fungsi dala rangka melaksanakan 

urusan pemerintahan desa yang menjadi tanggungjawabnya. 

  

Proporsi realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran 

Desa Panggungharjo pada periode tahun anggaran sebelumnya 

digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan 

pembelanjaan dan pengeluaran dimasa datang dalam rangka 

peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan desa serta untuk 

menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang. 

Berdasarkan hasil perkiraan sumber-sumber pendapatan desa 

pada tahun 2021, maka kebijakan belanja desa tahun 2021 yang 

disesuaikan dengan prediksi kemampuan keuangan desa. Adapun 

rencana belanja desa tahun 2021 seperti tercantum dalam tabel 

2.10 berikut ini : 
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Tabel 2.10 
Rencana Belanja Desa Panggungharjo 

 Tahun Anggaran 2021 
 

 
 

Kode 
Rekening 
 

Uraian 

Tahun 

Ket. 
Berjalan 
(n/2020)  

(Rp) 

Proyeksi  
(n-1/2021)  

(Rp) 

0.5 Belanja 5.099.159.860 
 

6.305.064.041 
 

 

0.1 (1) Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 
 

2.165.034.360 2.450.933.971 

 

01.01 
(1.1) 

Sub Bidang Penyelenggaraan 
Penghasilan Tetap, Tunjangan, 
dan Operasional Pemerintahan 
Desa 

1.850.987.887 1.945.638.471 

 

01.01.01  Penyediaan Penghasilan Tetap 
dan Tunjangan Lurah Desa 

     46.712.820  
 

1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap 
dan Tunjangan Lurah 

 46.712.820 
 

01.01.02 Penyediaan Penghasilan Tetap 
dan Tunjangan PamongDesa  

1.047.927.879  
 

1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap 
dan Tunjangan Pamong  

 671.773.479 
 

01.01.03 Penyediaan Jaminan Sosial 
bagi Lurah Desa dan Pamong 
Desa 

54.987.936  
 

1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial 
bagi Lurah dan Pamong  
 

 53.797.608 
 

01.01.04 Penyediaan Operasional 
Pemerintah Desa 

229.710.000  
 

1.1.04 Penyediaan Operasional 
Pemerintah Kalurahan 
 

 646.968.852 
 

01.01.05 Penyediaan Tunjangan BPD 88.200.000   

1.1.05 Penyediaan Tunjangan 
Bamuskal 
 

 88.200.000 
 

01.01.06 Penyediaan Operasional BPD  12.000.000   

1.1.06 Penyediaan Operasional 
Bamuskal 
 

 20.935.000 
 

01.01.07 
(1.1.07) 

Penyediaan Insentif RT 
/Operasional RT 

7.880.000 11.197.500 
 

01.01.90 Penyediaan Jaminan Sosial 
bagi BPD  

1.044.252 
 

 
 

1.1.90 Penyediaan Jaminan Sosial 
bagi Bamuskal 

 8.779.212 
 

01.01.91 
 

Penyediaan Tunjangan Kinerja 
Lurah Desa, Pamong Desa, dan 
BPD 
 

252.525.000  

 

1.1.91 
 

Penyediaan Tunjangan Kinerja 
Lurah, Pamong, dan Bamuskal 
 
 

 244.074.000 
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01.01.92 Penyediaan Tunjangan Hari 
Raya bagi Lurah Desa, Pamong 
Desa dan BPD 

61.350.000  
 

1.1.92 Penyediaan Tunjangan Hari 
Raya bagi Lurah, Pamong dan 
Bamuskal 
 

 62.100.000 

 

01.01.93 Penyediaan Tunjangan Purna 
Tugas bagi Lurah Desa, 
Pamong Desa, dan BPD 

11.700.000  
 

1.1.93 Penyediaan Tunjangan Purna 
Tugas bagi Lurah, Pamong, dan 
Bamuskal 
 

 37.460.000 

 

01.01.94 Tambahan Penghasilan dari 
Tanah Pelungguh dan Bengkok 

36.950.00  
 

1.1.94 Tambahan Penghasilan dari 

Tanah Lungguh 
 

 53.640.000 

  

01.02 Sub Bidang Sarana dan Pra 
Sarana Pemerintahan Desa 

46.927.000  
 

1.2 Sub Bidang Sarana dan Pra 
Sarana Pemerintahan 
Kalurahan 

 127.973.500 
 

01.02.01 
(1.2.01) 

Penyediaan Sarana (Aset Tetap) 
Perkantoran/Pemerintahan 

11.995.000 36.572.000 
 

01.02.02 Pemeliharaan 
Gedung/Prasarana Kantor 
Desa 

33.432.000  
 

1.2.02 Pemeliharaan 
Gedung/Prasarana Kantor 
Kalurahan 

 76.515.000 
 

01.02.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Pe
ningkatan Gedung/Prasarana 
Kantor Desa 

- -  

1.2.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Pe
ningkatan Gedung/Prasarana 
Kantor Kalurahan 

- -  

01.02.99 Pemeliharaan ruko milik desa             -   

1.2.99 Pemeliharaan Ruko Milik 
Kalurahan 

- 
14.886.500 

 

01.02.99 Penyediaan Peralatan Rumah 
Tangga 
 

1.500.000 - 
 

01.03 
(1.3) 

Sub Bidang Administrasi 
Kependudukan, Pencatatan 
Sipil, Statistik dan Kearsipan 

10.480.000 
44.970.000 

 

01.03.01 
(1.3.01) 

Pelayanan Administrasi Umum 
dan Kependudukan 

2.055.000 1.950.000 
 

01.03.02 Penyusunan/Pendataan/Pemut
akhiran Profil Desa 

4.500.000  
 

1.3.02 Penyusunan/Pendataan/Pemut
akhiran Profil Kalurahan 

 39.020.000 
 

01.03.03 Pengelolaan Administrasi dan 
Kearsipan Pemerintahan Desa 

3.925.000  
 

1.3.03 Pengelolaan Administrasi dan 
Kearsipan Pemerintahan 
Kalurahan 
 

 4.000.000 

 

01.04 Sub Bidang Tata Praja 201.157.500 253.800.000  
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(1.4) Pemerintahan, Perencanaan, 
Keuangan dan Pelaporan 

 
 

01.04.01 Penyelenggaraan Musyawarah 
Perencanaan Desa /Pembaha-
san APBDesa (Musdes dan 
Musrenbang RKPD) 

36.167.500  

 

1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah 
Perencanaan 
Desa/Pembahasan APB 
Kalurahan 

 9.850.000 

 

1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah 
Perencanaan 
Desa/Pembahasan APBDes 

 27.000.000 
 

01.04.02 
(1.4.02) 

Penyelenggaraan Musyawarah 
Desa Lainnya 

35.137.500 32.400.000 
 

01.04.03 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Desa (RPJMDes 

dan RKPDes) 

8.625.000  
 

1.4.03 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Kalurahan 

 10.550.000 
 

01.04.04 Penyusunan Dokumen 
Keuangan Desa 

5.265.000  
 

1.4.04 Penyusunan Dokumen 
Keuangan Kalurahan 

 6.850.000 
 

01.04.05 Pengelolaan 
Administrsi/Inventarisasi/Penil
aian Aset desa 

         1.500.000  
 

1.4.05 Pengelolaan 
Administrsi/Inventarisasi/Penil
aian Aset Kalurahan 

- 3.600.000 
 

01.04.06 Penyusunan Dokumen 
Kebijakan Desa 

4.550.000  
 

1.4.06 Penyusunan Dokumen 
Kebijakan Kalurahan 

 5.500.000 
 

01.04.07 
(1.4.07) 

Penyusunan laporan Kepala 
Desa/LPPDesa dan informasi 
kepada masyarakat 

2.750.000 5.550.000 
 

01.04.08 Pengembangan Sistem 
Informasi Desa 
 

91.050.000  
 

1.4.08 Pengembangan Sistem 
Informasi Kalurahan 

 82.400.000 
 

01.04.10 Dukungan dan Sosialisasi 
Pelaksanaan Pilkades, Pemili-
han Ka. Kewilayahan dan BPD 
  

- 

- 

 

1.4.90 Dukungan & Sosialisasi 
Pelaksanaan Pengisian 
Lowongan Pamong Kalurahan/ 
Staf Honorer Kalurahan 

- 

54.100.000 

 

01.04.99 Sosialisasi Produk Hukum 
Desa 

5.077.500  
 

1.4.99 Sosialisasi Produk Hukum 
Kalurahan 

 9.400.000 
 

01.04.99 Jaring Aspirasi BPD 2.185.000   

1.4.99 Jaring Aspirasi Bamuskal  6.600.000  

01.04.99 Pendampingan Pelaksanaan 
Pilkada 
 

8.850.000 - 
 

01.05 Sub Bidang Pertanahan 55.482.000 78.552.000  
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(1.5) 

01.05.03 Fasilitasi Sertifikat Tanah 
untuk Masyarakat Miskin 

- 
-  

01.05.04 
(1.5.04) 

Mediasi Konflik pertanahan 
7.452.000 

13.632.000  

01.05.06 
(1.5.06) 

Administrasi Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) 

48.030.000 
64.920.000  

01.05.99 Pembayaran Ganti Rugi Pihak 
Ketiga  
 

- - 
 

     

02 (2) Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan Desa 

1.418.949.000 1.401.235.700 
 

02.01 
(2.1) 

Sub Bidang Pendidikan 127.104.000 171.455.000 
 

02.01.01 Penyelenggaraan PAUD/ TK/ 

TPA/ TPQ/ Madrasah Non-
Formal Milik Desa 

- - 

 

02.01.02 
(2.1.02) 

Dukungan Penyelenggaraan 
PAUD 
 

16.560.000 44.780.000 
 

02.01.03 
(2.1.03) 

Penyuluhan dan Pelatihan 
Pendidikan bagi Masyarakat 

7.600.000 6.500.000 
 

02.01.06 
(2.1.06) 

Pembangunan/ Rehabilitasi/ 
Peningkatan/ Pengadaan Sara-
na / Pra Sarana/ APE PAUD/ 
TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madra-
sah Non-Formal Milik Desa 
 

27.214.000 20.900.000 

 

02.01.08 Pengelolaan Perpustakaan Milik 
Desa 

- - 
 

02.01.09 
(2.1.09) 

Pengembangan dan Pembinaan 
Sanggar Seni dan Belajar 

37.350.000 37.800.000 
 

02.01.10 
(2.1.10) 

Dukungan Pendidikan Bagi 
Siswa Miskin/ Berprestasi 

15.255.000 
30.300.000 

 

02.01.99 Sosialisasi Jam Belajar 
Masyarakat  

- - 
 

02.01.99 
(2.1.99) 

Fasilitasi Pembentukan dan 
Pembinaan Kader Mitra 
Keluarga (Sensus) 

23.125.000 22.225.000 
 

02.01.99 
(2.1.99) 

Pendampingan Keluarga dg 
Anak Berkebutuhan 
Khusus/Putus Sekolah 
 

- 8.950.000 

 

02.02 
(2.2) 

Sub Bidang Kesehatan 310.173.000 414.420.500 
 

2.2.01.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan 
Desa 

- 35.145.000 
 

2.2.01.02 Penyelenggaraan Pos Kesehatan 
Desa/ Senam 

- 14.400.000 
 

2.2.01.03 Penyelenggaraan Kesehatan 
Desa/KP Ibu 

- 4.500.000 
 

02.02.02 
(2.2.02) 

Penyelenggaraan Posyandu 182.530.000 151.800.000 
 

02.02.03 Penyuluhan dan Pelatihan 
Bidang Kesehatan 

1.105.000 - 
 

02.02.04 
(2.2.04) 

Penyelenggaraan Desa  Siaga 
Kesehatan  

56.210.000 71.010.000 
 

02.02.06 Pembinaan Kelompok Bina - 14.510.00  
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(2.2.06) Keluarga Balita dan Bina 
Keluarga Remaja 

 

2.2.10 
Fasilitasi Penyelenggaraan 
POSBINDU 

- 13.300.000  

02.02.90 
 

Penyelenggaraan POSBINDU 34.402.500 - 
 

 

2.2.91 Pembinaan Kampung KB - 10.785.000  

2.2.93 
Penanganan/ Pemulihan Balita 
Gizi Buruk/ Stunting 

 31.097.500  

2.2.94 
Pendampingan Ibu Hamil 
Kekurangan Gizi Kronis/ 
Resiko Tinggi dan Nifas 

 
21.200.000 

 

2.2.95 
Gerakan Kebersihan dan 
Kesehatan Lingkungan/ PSN 

 
25.950.000 

 

2.2.96 
Pembinaan Pramukti Wreda 
(BKL) 

 
15.792.000 

 

2.2.97 
Penyelenggaraan Posyandu 
remaja (BKR) 

 
4.930.500 

 

02.02.99 Penyuluhan dan Pembinaan 
Pengurangan Angka Kematian 
Ibu dan Angka Kematian Bayi 

- 
-  

02.02.99 Pembinaan/ Promosi 
Kesehatan, PHBS 

2.725.000 
-  

02.02.99 
(2.2.99.0
1) 

Fasilitasi Kegiatan Kader Kese-
hatan, PPKBD dan Sub PPKBD 

14.270.000 
-  

02.02.99 Pembinaan Kelompok Bina 
Keluarga Balita dan Bina 
Keluarga Remaja 

4.500.000 
 -  

02.02.99 
(2.2.991.
02) 

Peningkatan Kesehatan 
Pamong Desa bersama Instansi 
Terkait 

5.220.000 
-  

02.02.99 Peningkatan Kesehatan 
Masyarakat 

- 
-  

02.02.99 Fasilitasi Kegiatan Kader Sehat 
Desa, PPKBD dan Sub PPKBD 

14.270.000 
-  

02.02.99 Monitoring BALITA Penderita 
Kurang Gizi 

- 
-  

02.02.99 
(2.2.99.0
3) 

Fasilitasi kegiatan KP Ibu 3.175.500 
-  

02.02.99 Penguatan Kelembagaan BKL 
dan PIKR 

- 
-  

02.02.99 Fasilitasi Penyelenggaraan PIKR 
 

- 
-  

02.02.99 Perluasan Cakupan Akseptor 

KB  

965.000 
-  

02.02.99 Konvergensi Pencegahan 
Stunting 
 

5.070.000 
-  

02.03 
(2.3) 

Sub Bidang Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

542.864.000 258.561.500 
 

02.03.01 Pemeliharaan Jalan Desa 7.664.000 -  

2.3.01 Pemeliharaan Jalan Kalurahan  17.608.000  

02.03.02 Pemeliharaan Jalan 
Lingkungan Pemukiman/ Gang 
 

- 
-  

02.03.08 Pemeliharaan Embung Milik 
Desa 

5.700.000 - 
 

2.3.08 Pemeliharaan Embung Milik - 15.928.500  
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Kalurahan 
 

02.03.11 
(2.3.11) 

Pembangunan/ Rehabilitasi/ 
Peningkatan/ Pengerasan jalan 
Lingkungan Pemukiman 

405.000.000 220.000.000 
 

02.03,14 Pembangunan/ Rehabilitasi/ 
Peningkatanan Prasarana Jalan 
Desa 

60.000.000 - 
 

02.03.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Pe
ningkatan Balai Desa/Balai 
Keasyarakatan  

60.000.000 - 
 

02.03.99 
(2.3.99) 
 
 

Pelaksanaan Bulan Bhakti 
Gotong Royong dan Fasilitasi 
Gotong Royong Masyarakat 
 

4.500.000 5.025.000 

 

02.04 
(2.4) 

Sub Bidang Kawasan 
Pemukiman 

378.808.000 
 
 
 
 
 

473.046.200 

 

02.04.01 
(2.4.01) 

Dukungan Pelaksanaan 
Program Pembangunan/ Rehab 
RTLH Gakin 
 

76.412.500 78.150.000 

 

02.04.05 Pemeliharaan Sanitasi 
Pemukiman (Gorong – gorong, 
Selokan, Parit) 

- - 
 

02.04.06 
(2.4.06) 

Pemeliharaan Fasilitas Jamban 
Umum / MCK Umum 
 

37.805.000 37.700.000 
 

02.04.07 Pemeliharaan Fasilitasi 
Pengelolaan Sampah Desa 
 

39.630.000  
 

2.4.07 Pemeliharaan Fasilitasi 
Pengelolaan Sampah Kalurahan 
 

- - 
 

02.04.08 Pemeliharaan Sistem 
Pembuangan Air Limbah 
(Drainase, Limbah RT) BKK 

95.000.000 - 
 

2.4.08 Pemeliharaan Sistem 
Pembuangan Air Limbah 
(Drainase, Limbah RT) (Krapyak 
Wetan RT 7 & 8) 

- 222.195.000 

 

02.04.08 
(2.4.08) 

Pemeliharaan Sistem 
Pembuangan Air Limbah 
(Drainase, Limbah RT) 
(Dongkelan RT 06) 

- 20.018.000 

 

02.04.10 Pembangunan/ Rehabilitasi 
Rumah Sakit 

36.010.500 - 
 

02.04.10 Pembangunan/Rehabilitasi/Pe
ningkatan Sumur Resapan 
(BKK) 

45.000.000  
 

02.04.10 
(2.4.10) 

Pembangunan/Rehabilitasi/Pe
ningkatan Sumur Resapan  

- 32.652.200 
 

02.04.11  Pembangunan/ Rehabilitasi/ 
Peningkatan Sumber Air Bersih 
Milik Desa (Sumur) 

-  
 

2.4.11 Pembangunan/ Rehabilitasi/ 
Peningkatan Sumber Air Bersih 

- 23.782.000 
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Milik Kalurahan (Sumur 

02.04.13 
(2.4.13) 

Pembangunan/Rehabilitasi/Pe
ningkatan Sanitasi Pemukiman 

35.000.000 20.000.000 
 

02.04.15 Pembangunan/ Rehabilitasi/ 
Peningkatan Fasilitas 
Pengelolaan Sampah Desa/ 
Pemukiman 

- - 

 

02.04.99 Pembangunan/ Rehabilitasi 
Saluran Air Hujan 

- - 
 

02.04.99 
(2.4.99.0
1) 

Pemetaan dan Pendataan 
Kondisi Sumber Air Minum  

- 26.061.500 
 

02.04.99 
(2.4.99.02) 

Fasilitasi Elektrifikasi RTM 13.950.000 12.487.500 
 

02.05 
(2.5) 

Sub Bidang Kehutanan dan 
Lingkungan Hidup 

- 38.752.500 
 

2.5.90 Pengelolaan Rumah Pilah 
Sampah / Bank Sampah 

- 38.752.500 
 

02.06 
(2.6) 

Sub Bidang Perhubungan, 
Komunikasi, dan Informatika 

60.000.000 45.000.000 
 

2.6.06 Pembangunan/ Peningkatan/ 
Pengadaan Sarana Penerangan 
Jalan 

 45.000.000 
 

02.06.99 Pelatihan Jurnalistik - -  

02.06.90 Pembangunan/Peningkatan/Pe
ngadaan Sarana Penerangan 
Jalan 

- - 
 

     

02.07 Sub Bidang Energi dan sumber 
Daya Mineral 

- - 
 

     

02.08 Sub Bidang Pariwisata - -  

     

03 (3) Bidang Pembinaan 
Kemasyarakatan Desa 

686.720.000 2.247.600.000 
 

03.01 
(3.1) 

Sub Bidang Ketentraman, 
Ketertiban Umum & 
Perlindungan Masyarakat 

604.370.000 333.525.500 
 

03.01.01 
 

Pengadaan/ Penyelenggaraan 
Pos Keamanan Desa 

-  
 

3.1.01 Pengadaan/ Penyelenggaraan 
Pos Keamanan Kalurahan 

 49.698.000 
 

03.01.02  
 
 

Penguatan dan Peningkatan 
Kapasitas Tenaga Keamanan/ 
Ketertiban oleh Pemdes 

18.600.000  
 

3.1.02 Penguatan dan Peningkatan 

Kapasitas Tenaga Keamanan/ 
Ketertiban 

 19.870.000 

 

03.01.04 Persiapan Kesiapsiagaan/ 
Tanggap Benc Skala Lokal Desa 

348.682.000  
 

3.1.04 Persiapan Kesiapsiagaan/ 
Tanggap Bencana Skala Lokal 
Kalurahan 

 60.500.000 
 

03.01.07 
(3.1.07) 

Pelatihan/ Penyuluhan/ 
Sosialisasi Kepada Masyarakat 
di Bidang Hukum dan 
Perlindungan Masyarakat 

- 2.625.000 

 

03.01.91 Pembinaan dan Pengawasan 
Rumah Kos/ Sewa 

142.800.000  
 

3.1.09 Pembinaan dan Pengawasan - 145.987.500  
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Rumah Kos/ Sewa 

3.1.90 Penguatan Kelembagaan FPRB 
Tingkat Desa dan Pedukuhan 

- 27.480.000 
 

3.1.99.02 Penguatan Kelembagaan Sistem 
Keamanan Lingkungan 

- 14.465.000 
 

3.1.99.03 Penanggulangan orang yang 
Mengalami Gangguan Jiwa 

 5.400.000 
 

3.1.99.05 Pembentuka dan Pembinaan 
Tim Penanggulangan PEKAT 
Pedukuhan (Jaga Warga) 

 7.500.000 
 

03.01.99 Penanggulangan orang yang 
Mengalami Gangguan Jiwa 

3.990.000  
 

03.01.99 Pengembangan dan 
Pengelolaan Desa Siaga 

37.040.000  
 

03.01.99 Penguatan Kelembagaan FPRB 
Tingkat Desa dan Pedukuhan 
 

17.500.000  
 

03.02 
(3.2) 

Sub Bidang Kebudayaan dan 
Keagamaan 

54.040.000 1.810.189.500 
 

03.02.01 Pembinaan Group Kesenian 
dan Kebudayaan Tingkat Desa 

4.075.000  
 

3.2.01 Pembinaan Group Kesenian 
dan Kebudayaan Tingkat 
Kalurahan 

 18.105.000 
 

03.02.03  Penyelenggaraan Festival 
Kesenian, Adat/ Kebudayaan 
dan Keagamaan Tingkat Desa 

4.650.000  
 

3.2.03 Penyelenggaraan Festival 
Kesenian, Adat/ Kebudayaan 
(HUT RI, Hari Raya Keagamaan) 

 20.450.000 
 

3.2.05 Pembangunan Sarana/ 
Prasarana Kebudayaan 

- 1.545.200.00 
 

3.2.06 Pembinaan di Bidang 
Keagamaan 

 9.145.000  

03.02.99 Pengembangan dan Pembinaan 
Kehidupan Sosial Keagamaan 
 

33.590.000  
 

3.2.99.01 Pengembangan dan Pembinaan 
Kehidupan Sosial Keagamaan 

 148.120.000 
 

03.02.99 
(3.2.99.02 

Pembinaan Kaum Rois dan 
Takmir Masjid 

11.725.000 29.900.000 
 

03.02.99 
(3.2.99.0
3) 

Fasilitasi Pelaksanaan 
Peringatan Hari Besar Nasional 

- 27.909.500 
 

03.02.99 
(3.2.99.04
) 

Fasilitasi Sarasehan Hari Jadi 
Kabupaten 
 

- 11.360.000 

 

03.03 
(3.3) 

Sub Bidang Kepemudaan dan 
Olahraga  

6.900.000 37.375.000 
 

3.3.03 Penyelenggaraan Festival 
/Lomba Kepemudaan dan 
Olahraga Tingkat Kalurahan 

 11.025.000 
 

03.03.06 Pembinaan Karang Taruna/ 
Klub Kepemudaan dan 
Olahraga 

6.900.000  
 

3.3.06 Pembinaan Karang Taruna/ 
Klub Kepemudaan dan 
Olahraga Tingkat Kalurahan 

 26.350.000 
 

03.04 Sub Bidang Kelembagaan 21.410.000 66.510.000  
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(3.4) Masyarakat 

03.04.02 Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD 4.900.000   

3.4.02 Pembinaan LKMK/ LPM/ LPMK  14.150.000  

03.04.03 
(3.4.03) 

Pembinaan PKK 
16.510.000 48.000.000 

 

03.04.04 Pelatihan Pembinaan Lembaga 
Kemasyarakatan 

- - 
 

03.04.99 Peningkatan Kapasitas TPK - -  

03.04.99 Operasional Bapel JPS - -  

03.04.99 
(3.3.99.0
2) 

Pembinaan dan Pengembangan 
Forum Anak 

- 4.360.000 
 

     

04 (4) Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

54.756.500 159.294.370 
 

     

04.01 Sub Bidang Kelautan dan 
Perikanan 

- 6.043.000 
 

4.1.03 Pembangunan/ Rehabilitasi/ 
Peningkatan Keramba/ Kolam 
Perikanan Darat Milik 
Kalurahan 

 6.043.000 

 

04.02 
(4.2) 

Sub Bidang Pertanian dan 
Peternakan 

17.019.000 94.628.850 
 

4.2.03 Penguatan Ketahanan Pangan 
Tingkat Kalurahan 

 10.000.000 
 

04.02.04 
(4.2.04) 

Pemeliharaan Sal Irigasi Tersier 
/Sederhana (Angkat Walet) 

13.410.000 36.765.000 
 

04.02.05 Pelatihan/ Pengenalan 
Teknologi Tepat Guna untuk 
Pertanian/ Peternakan 

- - 
 

4.2.07 Fasilitasi Kelompok-kelompok 
Masyarakat di Bidang 
Pertanian dan Peternakan 

 44.514.850 
 

04.02.90 Fasilitas kelompok-kelompok 
Masyarakat di bidang pertanian 
dan peternakan 

3.609.000  
 

04.02.99 
(4.2.99.0
1) 

Promosi/ Festival/ Pameran 
Produk Petanian 

- 3.349.000 
 

     

04.03 
(4.3) 

Sub Bidang Peningkatan 
Kapasitas Aparatur Desa 

4.480.000         2.300.000 
 

04.03.02 Peningkatan Kapasitas 
Perangkat Desa 

4.480.000  
 

04.03.03 

(4.3.03) 
 

Peningkatan Kapasitas BPD 

(Bamuskal) 

 2.300.000 

 

04.04 
(4.4) 

Sub Bidang Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak 
& Keluarga 

13.002.500 43.627.500 
 

04.04.01 
(4.4.01) 

Pelatihan/ Penyuluhan 
Pemberdayaan Perempuan 

6.772.500 16.160.000 
 

04.04.03 
(4.4.03) 

Pelatihan dan Penguatan 
Penyandang Difabel 

11.440.000 9.467.500 
 

04.04.99 
(4.4.99.0
1) 

Pembinaan dan Penanganan 
bagi Lansia dan Anak Terlantar 

2.500.000 7.500.000 
 

04.04.99 Optimalisasi Peran Tim 340.000 10.500.000  
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(4.4.00.0
2) 

Koordinasi Penanggulangan 
Kemisikinan Desa 

04.04.99 Pelatihan dan Pemberdayaan 
bagi Kaum Lansia 

3.390.000 - 
 

     

04.05 
(4.5) 

Sub Bidang Koperasi, Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) 

- 12.695.000 
 

04.05.99 
(4.5.99)  

Perluasan Layanan  Zakat 
Produktif 

- 12.695.000 
 

     

04.07 
(4.7) 

Sub Bidang Perdagangan dan 
Perindustrian 

20.255.000 - 
 

04.07.99 
(4.7.99.0
2) 

Pembangunan kawasan 
berbasis wisata Desa 

20.255.000 - 
 

     

05 (5) Bidang Penanggulagan 
Bencana, Keadaan Darurat 
dan Mendesak Desa 

773.700.000 46.000.000 
 

     

05.01 
(5.1) 

Sub Bidang Penanggulangan 
Bencana 

5.000.000 8.000.000 
 

05.01.01 
(5.1.01) 

Penanggulangan Bencana 
5.000.000 8.000.000 

 

     

05.02 
(5.2) 

Sub Bidang Keadaan Darurat 5.000.000 8.000.000 
 

05.02.01 
(5.2.01) 

Keadaan Darurat 5.000.000 8.000.000 
 

     

05.03 
(5.3) 

Sub Bidang Keadaan Mendesak 763.700.000 30.000.000 
  

05.03.01 
(5.3.01) 

Keadaan Mendesak 763.700.000       30.000.000 
 

 

 

3. Kebijakan Pembiayaan Desa 

Dalam perkembangan pelaksanaan APBDes Panggungharjo selama 

ini dan pada periode 2017-2020, kebijakan untuk membiayai 

defisit anggaran diutamakan berasal dari sisa lebih tahun 

anggaran sebelumnya. Pada lima tahun yang akan datang 

diproyeksikan masih akan terjadi defisit anggaran karena belanja 

yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan penerimaan 

pendapatan desa, sehingga diperlukan perhitungan yang cermat 

dan hati-hati pada aspek pembiayaan baik yang menyangkut 

penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran (SiLPA). Dengan demikian adanya defisit 
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anggaran tidak akan membebani kewajiban keuangan desa pada 

masa yang akan datang.   

Pembiayaan desa merupakan komponen APBDes yang diarahkan 

untuk membiayai defisit anggaran atau menanamkan surplus 

anggaran sehingga pengelolaan APBDes dapat terlaksana secara 

optimal. 

Proyeksi penerimaan pembiayaan dan proyeksi pengeluaran 

pembiayaan seperti pada tabel 2.11  dibawah ini : 

Tabel 2.11 

Proyeksi Pembiayaan Desa Panggungharjo 

 Tahun 2020 

Kode 
Rekening. 

Uraian 

Tahun 

Ket 
Berjalan 
(n/2019)  

(Rp) 

Proyeksi  
(n-1/2020)  

(Rp) 

06 Pembiayaan  150.072.163 30.000.000  

06.01 Penerimaan Pembiayaan 150.072.163 30.000.000  

06.01.01 
Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran (SiLPA) tahun 
sebelumnya 

150.072.163 30.000.000 
 

06.02 Pengeluaran Pembiayaan 0 0  
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BAB III 

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN 

 

A. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKP Desa Tahun 2020 

Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020 merupakan 

data dasar dalam penyusunan RKP Desa Tahun 2021. Evaluasi 

pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2020. Evaluasi pelaksanaan 

Program dan kegiatan Tahun 2020 meliputi 5 (lima) bidang.  

 

Aspek evaluasi yang dilakukan mencakup : 

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target 

kinerja hasil yang direncanakan. 

2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja 

hasil yang direncanakan. 

3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil 

yang direncanakan 

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau 

melebihi target kinerja program atau kegiatan. 

 

Adapun hasil evaluasi capaian program dan kegiatan Tahun 2020 

disajikan dalam tabel 3.1 berikut ini : 
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Tabel 3.1 Evaluasi dan Capaian Kinerja 

 

KODE 
REKENING 

Urusan / Program/Kegiatan  

Target 
Capaian 

Tahun 
2020 

Realisasi 
Capaian 

s/d 

Akhir 
Juni 
2020 

Proyeksi 
Realisasi 
Capaian 

s/d 

Akhir 
Tahun 
2020 

Swada- 
ya (Rp) 

Sumber 
Dana  

KET. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

05         BELANJA             

01         
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
DESA 

            

01 01       
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, 
dan Operasioanl Pemerintahan Desa  

            

01 01 01     Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Desa  100% 50% 100%    ADD    

01 01 01 01   Penghasilan Tetap Lurah Desa 100% 50% 100%    ADD    

01 01 01 02   Tunjangan Lurah Desa             

                        

01 01 02     
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong  
Desa 

100% 50% 100%    ADD    

01 01 02 01   Penyediaan Penghasilan Tetap Pamong Desa 100% 50% 100%    ADD    

01 01 02 02   Tunjangan Jabatan  Pamong Desa 100% 50% 100%    ADD    

01 01 02 03   Tunjangan Suami/Istri  Pamong Desa 100% 50% 100%    ADD    

01 01 02 04   Tunjangan Anak  Pamong Desa 100% 50% 100%       

01 01 02 05   Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa 100% 50% 100%    ADD    
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01 01 02 06   Tunjangan Suami/Istri  Staf Pemerintah Desa 100% 50% 100%    ADD    

01 01 02 07   Tunjangan Anak  Staf Pemerintah  Desa 100% 50% 100%    ADD    

01 01 02 08   Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Honorer Desa 100% 50% 100%    ADD    

                        

01 01 03     
Penyediaan Jaminan Sosial bagi  Lurah  Desa dan Pamong  
Desa 

100% 50% 100%    ADD    

01 01 03 01   Jaminan Kesehatan Lurah Desa 100% 50% 100%    ADD    

01 01 03 02   Jaminan Kesehatan Pamong Desa 100% 50% 100%    ADD    

01 01 03 03   Jaminan Ketenagakerjaan  Lurah Desa 100% 50% 100%    PAD    

01 01 03 04   Tunjangan Ketenagakerjaan  Pamong Desa 100% 50% 100%    PAD    

                        

01 01 04     Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 100% 70% 100%    ADD    

01 01 05     Penyediaan Tunjangan BPD 100% 50% 100%    ADD    

01 01 06     Penyediaan  Operasional BPD 100% 60% 100%    ADD    

01 01 07     Penyediaan Operasional RT 100% 60% 80%    ADD    

01 01 90     Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD  100% 60% 100%    ADD    

                        

01 01 91     
Penyediaan Tunjangan Kinerja Lurah Desa, Pamong Desa 
dan BPD 

100% 50% 100%       

01 01 91 01   Penyediaan Tunjangan Kinerja Lurah Desa, Pamong Desa  100% 50% 100%    BHP     

01 01 91 02   Penyediaan Tunjangan Kinerja BPD 100% 50% 100%    BHP     

                        

01 01 92     
Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah Desa, Pamong 
Desa dan BPD 

100% 100% 100%       

01 01 92 01   
Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah Desa dan 
Pamong  Desa 

100% 100% 100%    BHP    

01 01 92 02   Penyediaan Tunjangan Hari Raya BPD 100% 100% 100%    BHP    
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01 01 93     
Penyediaan tunjangan purna tugas bagi Lurah Desa, 
Pamong Desa dan BPD 

100% 0% 100%    PAD    

01 01 94     Tambahan Penghasilan dari tanah pelungguh dan bengkok 100% 50% 100%    PAD    

                        

01 02       Sub Bidang Sarana dan Pra Sarana Pemerintahan Desa             

01 02 01     Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 100% 50% 100%    BHP    

01 02 02     Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa 100% 70% 100%    ADD    

01 02 03     
Pembangunan/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor 
Desa 

0% 0% 0%    PAD    

01 02 99 01   Pemeliharaan Ruko Milik Desa 0% 0% 0%    PAD    

01 02 99 02   Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100% 50% 100%    ADD    

                        

01 03       
Sub bidang Pengelolaan Adm. Kependudukan, 
Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan 

            

01 03 01     Pelayanan Administrasi umum dan kependudukan  100% 0% 100%    PAD    

01 03 02     Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa 100% 10% 100%    BHP    

01 03 03     
Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan 
Desa 

100% 60% 100%    BHP    

                        

01 04       
Sub bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, 
Perencanaan, keuangan & Pelaporan  

            

01 04 01 01   
Penyelenggaraaan Musyawarah Perencanaan 
Desa/Pembahasan APBDes (Musdes) 

100% 100% 100%    ADD    

01 04 01 02   
Penyelenggaraaan Musyawarah Perencanaan 

Desa/Pembahasan APBDes (Musrenbang) 
100% 60% 100%    BHP    

01 04 02     Penyelenggaraaan Musyawarah Desa Lainnya 100% 60% 100%    BHP    

01 04 03     Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa 100% 60% 100%    ADD    

01 04 04     Penyusunan Dokumen Keuangan Desa 100% 50% 100%    ADD    

01 04 05     Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 100% 50% 100%    ADD    

SA
LIN
AN



~ 47 ~ 
 

01 04 06     Penyusunan Dokumen Kebijakan Desa 100% 50% 100%    BHP    

01 04 07     
Penyusunan Laporan Kepala Desa/LPPDesa dan informasi 
kepada masyarakat 

100% 100% 100%    BHP    

01 04 08     Pengembangan Sistem Informasi  Desa 100% 80% 100%    ADD    

01 04 10     
Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan 
Ka. Kewilayahan & BPD 

0% 0% 0%    ADD    

01 04 99 01   Sosialisasi Produk Hukum Desa 100% 80% 100%    BHP    

01 04 99 02   Jaring Aspirasi BPD 100% 0% 100%    BHP    

01 04 99 03   Pendampingan Pelaksanaan Pilkada 100% 20% 100%    ADD    

                        

01 05       Sub Bidang Pertanahan             

01 05 04     Mediasi Konflik Pertanahan 100% 30% 100%    PAD    

01 05 06     Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 100% 50% 100%    BHP    

                        

02         BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN             

02 01       Sub Bidang Pendidikan             

02 01 02     Dukungan Penyelenggaraan PAUD 100% 50% 100%    DD    

02 01 03     Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat 100% 100% 100%    DD    

02 01 06     
Pembangunan/Rehabilitasi/ peningkatan/pengadaan 
Sarana/Prasarana/alat peraga PAUD/TK 
/TPA/TKA/TPQ/MI  

100% 100% 100%    DD    

02 01 09     Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 100% 50% 100%    DD    

02 01 10     Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 100% 90% 100%    BHP    

02 01 99 03   
Fasilitasi Pembentukan & Pembinaan Kader Mitra Keluarga 
(Sensus) 

100% 90% 100%    DD    

02 01 99 06   
Pendampingan Keluarga dg anak Berkebutuhan 
Khusus/Putus Sekolah 

0% 0% 0%    DD    
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02 02       Sub Bidang Kesehatan             

02 02 02     Penyelenggaraan Posyandu 100% 70% 100%    DD    

02 02 03     Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan 100% 80% 100%    DD    

02 02 04     Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 100% 70% 100%    DD    

02 02 06     
Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita dan Bina 
Keluarga Remaja 

100% 20% 100%    DD    

02 02 90     Fasilitasi Penyelenggaraan POSBINDU 100% 90% 100%    DD    

02 02 99 02   Pembinaan/Promosi Kesehatan, PHBS 100% 40% 100%    DD    

02 02 99 03   Pembinaan Kader Kesehatan, PPKBD dan Sub PPKBD 0% 0% 0%    DD    

02 02 99 04   
Peningkatan Kesehatan Pamong Desa bersama Instansi 
Terkait 

100% 100% 100%    PAD    

02 02 99 05   
Fasilitasi Kegiatan Kader Sehat Desa, PPKBD dan Sub 
PPKBD 

100% 80% 100%    DD    

02 02 99 06   Fasilitasi Kegiatan KP IBU 100% 80% 100%    DD    

02 02 99 07   Penguatan Kelembagaan BKL 0% 0% 0%    DD    

02 02 99 08   Fasilitasi Penyelenggaraan PIKR 0% 0% 0%    DD    

02 02 99 09   Perluasan Cakupan Akseptor KB  100% 50% 100%    DD    

02 02 99 10   Konvergensi Pencegahan Stunting      100% 50% 100%    DD    

                        

02 03       Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang             

02 03 01     Pemeliharaan Jalan desa 100% 40% 100%    ADD    

02 03 08     Pemeliharaan Embung milik Desa 100% 50% 100%    DD    

02 03 11     
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan 
Lingkungan Pemukiman 

100% 100% 100%    BKK    

02 03 14     
Pembangunan/RehabilitasiPeningkatan Prasarana Jalan 
Desa (Gorong, Selokan) 

100% 100% 100%    BKK    

02 03 15     
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai 
Kemasyarakatan 

100% 100% 100%    BKK    
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02 03 99     
Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong  dan Fasilitasi 
Gotong Royong Masyarakat  

100% 100% 100%    ADD    

                        

02 04       Sub Bidang Kawasan Pemukiman             

02 04 01     
Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab 
RTLH Gakin  

100% 100% 100%   DD   

02 04 05     
Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, 
Selokan, Parit)- 

0% 0% 0%   DD   

02 04 06     Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum / MCK Umum 100% 100% 100%   DD   

02 04 07     
Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa 
(Penampungan, Bank Sampah, dll) 

100% 100% 100%   DD   

02 04 08     
Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, 
limbah RT) 

100% 100% 100%   BKK   

02 04 08     
Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, 
limbah RT) 

0% 0% 0%   BKK   

02 04 10     Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Sakit  100% 100% 100%   DD   

02 04 10     Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan 100% 80% 100%   BKK   

02 04 13     
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi 
Pemukiman 

100% 60% 100%   BKK   

02 04 99 03   Pemetaan dan Pendataan Kondisi Sumber Air Minum  100% 80% 100%   BHP   

02 04 99 04   Fasilitasi Elektrifikasi RTM 100% 80% 100%   PAD   

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

02 05       Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup             

                        

02 06       Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi  dan Informatika             

02 06 90     
Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana 
Penerangan Jalan 

100% 100% 100%   BKK   
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03         BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA             

                        

03 01       
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum & 
Perlindungan Masyaraat 

            

03 01 02     
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga 
Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 

100% 100% 100%   PAD   

03 01 04     
Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal 
Desa 

100% 40% 100%   DD   

03 01 06     
Bantuan hukum untuk Aparatur Desa dan masyarakat 
Miskin 

0% 0% 0%   PAD   

03 01 07     
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kpd Masyarakat di Bid 
Hukum & Perlindungan Masyarakat  

0% 0% 0%   BHP   

03 01 91     Pembinaan dan Pengawasan  Rumah Kos/Sewa 100% 25% 100%   PAD   

03 01 99 01   Penyelenggaraan Satuan Keamanan dan Linmas Desa 100% 60% 100%   PAD   

03 01 99 02   Penguatan Kelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan  0% 0% 0%   BHP   

03 01 99 03   Penanggulangan orang yang mengalami Gangguan Jiwa 100% 40% 100%   DD   

03 01 99 05   
Pembentukan dan Pembinaan Tim Penanggulangan PEKAT 
Pedukuhan 

0% 0% 0%   BHP   

03 01 99 08   
Penguatan Kelembagaan FPRB Tingkat Desa dan 
Pedukuhan 

100% 100% 100%   DD   

                        

03 02       Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan             

03 02 01     Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 100% 100% 100%   PAD   

03 02 03     
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/kebudayaan, dan 
Keagamaan Tingkat desa  

100% 100% 100%   PAD   

03 02 90 01   Pelatihan di Bidang Keagamaan 0% 0% 0%   DD   

03 02 99 01   Fasilitasi Kegiatan Peringantan Hari Besar Keagamaan 0% 0% 0%   SiLPA   

03 02 99 02   Pelaksanaan Lomba Potensi Bidang Keagamaan 0% 0% 0%   SiLPA   
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03 02 99 03   
Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan Sosial 
Keagamaan 

100% 100% 100%   DD   

03 02 99 04   Pembinaan Kaum Rois dan Takmir Masjid 100% 100% 100%   BHP   

03 02 99 05   Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional 0% 0% 0%   PAD   

03 02 99 06   
Fasilitasi Keikutsertaan dalam Peringatan Hari Jadi 
Kabupaten 

0% 0% 0%   PAD   

                        

03 03       Sub Bidang Kepemudaan & Olah Raga             

03 03 03 02   
Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan olah 
raga Tingkat Desa 

0% 0% 0%   PAD   

03 03 05     
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa 

0% 0% 0%   PAD   

03 03 06     
Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olah Raga 
Tingkat Desa  

100% 100% 100%   PAD   

                        

03 04       Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat             

03 04 02     Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 100% 100% 100%   PAD   

03 04 03     Pembinaan PKK 100% 100% 100%   ADD   

03 04 99 02   Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak 0% 0% 0%   PAD   

                       

04         BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA             

04 01       Sub Bidang Kelautan dan Perikanan             

04 02       Sub Bidang Pertanian dan Peternakan             

04 02 04     Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 100% 100% 100%   DD   

04 02 90     
Fasilitasi Kelompok - kelompok  Masyarakat di bidang 
pertanian dan peternakan 

100% 100% 100%   PAD   

04 02 99 01   Promosi/Festival/Pameran Produk Pertanian  0% 0% 0%   ADD   
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04 03       Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa             

04 03 02     Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 100% 100% 100%   ADD   

04 03 03     Peningkatan Kapasitas BPD 0% 0% 0%   ADD   

                        

04 04       
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindugan 

Anak dan Keluarga             

04 04 01     Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 100% 100% 100%   DD   

04 04 03     Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel  0% 0% 0%   DD   

04 04 99 01   
Pembinaan dan Penanganan bagi Lansia dan Anak 
Terlantar 

100% 100% 100%   DD   

04 04 99 02   
Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan Desa 

100% 100% 100%   PAD   

04 04 99 03   Pemberdayaan Lansia Produktif 100% 100% 100%   DD   

                        

04 05       
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil & Menengah 
(UMKM)             

04 05 99 02   Perluasan Layanan Zakat Produktif 100% 100% 100%   PAD   

                        

04 06       Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal             

                        

04 07       Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian             

04 07 99 02   Pembangunan kawasan berbasis wisata Desa         PAD   
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05         
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN 
DARURAT DAN MENDESAK DESA             

                        

05 01       Sub Bidang Penanggulangan Bencana             

05 01 01     Penanggulangan Bencana         PAD   

                        

05 02       Sub Bidang Keadaan Darurat             

05 02 01     Keadaan Darurat         PAD   

                        

05 03       Sub Bidang Keadaan Mendesak             

05 03 01     Keadaan Mendesak         PAD   
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Pada tahun 2020 terjadi Pandemi Bencana Corona Virus Disease 2019 

(Covid 2019), yang berakibat dampak klinis maupun dampak ekonomi 

bagi warga masyarakat Desa Panggungharjo. Hal tersebut menyebabkan 

terjadinya perubahan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020. 

Progam atau kegiatan tahun 2020 diprioritaskan untuk penanganan  

Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019). 

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau 

melebihi target kinerja program atau kegiatan sebagai berikut : 

 

1. Dalam kegiatan atau program ada salah satu belanja yang tidak 

dianggarkan/direncanakan tapi harus dilaksanakan yaitu : 

a. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pembuatan 

wastafel/tempat cuci tangan sejumlah 3 unit;   

b. Pembangunan/Rehabilitasi Eks Rumah Sakit Patmasuri; 

c. Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) 

 

2. Dalam kegiatan atau program ada salah satu belanja yang  

dianggarkan/direncanakan tapi karena suatu hal tidak 

dilaksanakan yaitu : 

a. Pembangunan/peningkatan gedung /Prasarana kantor Desa 

(Pengembangan Gedung tahap 2); 

b. Pemeliharaan ruko milik desa; 

c. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pengisian Lowongan 

Dukuh Jaranan; 
d. Fasilitasi Pembentukan & Pembinaan Kader Mitra  Keluarga 

(Sensus); 

e. Pendampingan Keluarga dengan Anak Berkebutuhan Khusus 

/Putus Sekolah; 

f. Pembinaan Kader Kesehatan,PPKBD dan Sub PPKBD; 

g. Penguatan Kelembagaan BKL; 

h. Fasilitasi Penyelenggaraan PIKR; 

i. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, 

Selokan,Parit) Pedukuhan Kweni; 

j. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah / Drainase 

Pedukuhan Krapyak Wetan RT 7 & RT 8;   

k. Pemetaan dan Pendataan Kondisi Sumber Air Minum;   

l. Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin; 
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m. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di 

Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat; 

n. Penguatan Kelembagaan system Keamanan Lingkunngan; 

o. Pembentukan dan pembinaaan Tim Penanggulangan PEKAT 

Pedukuhan;  

p. Pelatihan di Bidang Keagamaan; 

q. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan; 

r. Pelaksanaan Lomba Potensi Bidang Keagamaan; 

s. Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan; 

t. Fasilitasi   Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional; 

u. Fasilitasi Keikutsertaan dalam Peringatan Hari Jadi 

Kabupaten; 

v. Pembangunan/Rehabiltasi/Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa (Rehab 

Lapangan Desa); 

w. Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak; 

x. Promosi/Festival/Pameran Produk pertanian; 

y. Peningkatan Kapasitas BPD; 

z. Pelatihan dan Penguatan  Penyandang Difabel; 

aa. Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan Desa; 

bb. Perluasan Layanan Zakat Produktif; 

   

 

3. Dalam kegiatan atau program ada sebagian anggaran belanja yang 

dialihkan penggunaannya untuk kegiatan penanganan dan 

pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Hal tersebut 

menyebabkan tidak pelaksanaan kegiatan atau program tidak 

mencapai target 100% (seratus persen). Anggaran tersebut dialihkan 

antara lain untuk pengadaan Termogan, masker, handsanitezier, 

sabun tangan, vitamin, Aplikasi dampak Covid 19, disinfektan, 

makan dan minum relawan, bibit tanaman dan sembako korban 

ekonomi Covid-19, dan sebagainya. Kegiatan atau Program yang 

Sebagian anggaranya dialihkan antara lain sebagai berikut : 

a. Operasional Pemerintah Desa; 

b. Penyediaan Operasional BPD; 

c. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan; 
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d. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa; 

e. Asministrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 

f. Dukungan Penyelenggaraan PAUD; 

g. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar; 

h.  Penyelenggaraan Posyandu; 

i. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan; 

j. Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga 

Remaja; 

k. Penyelenggaraan Posbindu; 

l. Pembinaan/Promosi Kesehatan, PHBS; 

m. Perluasan Cakupan Akseptor KB; 

n. Konvergensi Pencegahan Stunting; 

o. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan; 

p. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa; 

q. Penyelenggaraan Festival Kesenian (peringatan Hari Jadi Desa 

Panggungharjo); 

r. Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan; 

s. Pembinaan KarangTaruna/Klub kepemudaan/Olah Raga 

Tingkat Desa; 

t. Pembinaan PKK; 

u. Pembinaan Kelompok-kelompok Masyarakat di bidang 

Pertanian dan Peternakan; 

v. Pembinaan dan penanganan bagi Lansia dan Anak Terlantar; 

w. Optimlisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

Desa; 

x. Pemberdayaan Lansia Produktif; 

  

4. Ada salah satu kendala atau hambatan yang menyebabkan tidak 

terlaksananya suatu kegiatan atau program. 

a. Perencanaan pelaksanaan kegiatan yang kurang sesuai. 

b. Dana yang kurang memadai pembangunan / Rehabilitasi Jalan 

Lingkungan Pemukiman Se-Desa Panggungharjo. 

c. Adanya regulasi hukum atau kebijakan teknis yang tidak 

sesuai dengan kondisi desa sehingga menyulitkan dalam 

pelaksanaan kegiatan. 

d. Terjadi Pandemi Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19). 
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B. Identifikasi Permasalahan berdasarkan RPJMDesa dan Priorotas 

Pembangunan Desa. 

Permasalahan pembangunan desa merupakan permasalahan antara 

kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan 

serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil 

saat perencanaan saat dibuat. Tujuan perumusan permasalahan 

pembangunan desa adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan desa 

dimasa lalu.  

1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan RPJMDesa 

Perumusan permasalahan di desa bertujuan untuk mengidentifi-

kasi  berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan 

kinerja pembangunan desa, khususnya yang berhubungan dengan 

yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan 

dalam memberdayakan kewenangan yang dimiliki desa. 

Daftar Permasalahan ini didapat dari hasil pengkajian desa melalui 

kegiatan workshop atau FGD yang menghadirkan masing-masing 

perwakilan dusun dan lembaga masyarakat yang berkompeten dan 

mewakili unsur-unsur yang ada didalamnya dengan menggunakan 

alat kaji potret desa, hubungan kelembagaan dan kalender musim. 

Dibawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan 

oleh masyarakat yang bersumber dari potret desa, kalender musim 

dan bagan kelembagaan yang dikelompokkan menurut bidang 

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, 

Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan 

Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. 

Daftar permasalahan Desa Panggungharjo tercantum dalam tabel 

3.2 berikut ini :  

 

 

 

 

 

 

 

SA
LIN
AN



~ 58 ~ 
 

Tabel 3.2 

Daftar Permasalahan Desa Panggungharjo 

 

NO BIDANG MASALAH 

I Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Desa 

1. Penetapan dan penegasan batas desa 

2. Pendataan Desa / Pemutakhiran data 
yaitu profil desa 

3. Penyusunan tata ruang desa, yaitu 
pembangunan tata ruang hijau desa 

4. Penyelenggaraan kerjasama antar desa, 
yaitu sapras dan SPP PNPM-MPd 

5. 
 

Pembangunan Sarana dan prasarana 
kantor desa, yaitu rehab kantor desa, 
aula atau gedung pertemuan. 

6. Implementasi sistem perencanaan dan 
penganggaran berbasis kinerja belum 
sepenuhnya direncanakan.  

7. Profesionalisme Kinerja Perangkat Desa 
 

II Pelaksanaan 
Pembangunan 

1. 
 
 

 

Pembangunan, pemanfaatan dan 
pemeliharaan infrastruktur dan 
lingkungan desa, yaitu pembangunan 
jalan, drainase, saluran irigasi dan TPT 

2. 
 

 

Pembangunan, pemanfaatan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana 
kesehatan, yaitu polindes, posyandu 

3. 
 

 

Pembangunan, pemanfaatan dan 
pemeliharaan sarana dan pra sarana 
pendidikan dan kebudayaan, yaitu TK, 
PAUD, TPQ 

4. 
 
 

 

Pengembangan usaha ekonomi produktif 
serta pembangunan, Pembangunan, 
pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
dan pra sarana ekonomi, yaitu BUMDes, 
Irigasi UMKM 

5. Pelestarian Lingkungan Hidup 

III Pembinaan 

Kemasyarakatan 

1. 

 

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, 

Yaitu RT, LPMD, PKK, Karang Taruna 

2. 
 

Penyelenggaraan ketentraman dan 
ketertiban, yaitu siskamling 

3. 
 

Pembinaan kerukunan umat beragama, 
yaitu PHBA 

4. 
 

Pengadaan sarana dan pra sarana olah 
raga, yaitu lapangan olah raga 

5. 
 

Pembinaan lembaga adat, yaitu bersih 
desa atau merti dusun 
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6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya 
masyarakat yaitu Bumi Panggung, 
Muslimat 

IV Penanggulangan 
Bencana, Keadaan 
Darurat dan 
Mendesak Desa 

1. Terjadinya bencana banjir, angin ribut 
yang menyebabkan kerusakan tempat 
tinggal dan sarana pra sarana milik 
penduduk   

V Penanggulangan 
Bencana, Keadaan 
Darurat dan 
Mendesak Desa 

1. Terjadinya pandemi bencana corona 
virus desease 2019 (Covid 2019) 
yang menyebabkan adanya dampak 
klinis dan dampak ekonomi bagi warga   

 

 

2. Identikasi Permasalahan Berdasarkan Prioritas Pembangunan   

Suatu permasalahan desa dianggap memiliki nilai prioritas jika 

berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan desa.  

Permasalahan pembangunan desa merupakan permasalahan 

antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang 

direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang 

dengan kondisi riil saat perencanaan saat dibuat. Tujuan 

perumusan permasalahan pembangunan desa adalah untuk 

mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

atau kegagalan kinerja pembangunan desa dimasa lalu. 

Permasalahan desa merupakan permasalahan pembangunan yang 

dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan 

tugas/fungsi tiap bagian. Suatu identifikasi permasalahan menje-

laskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa menda-

tang. Identifikasi Permasalahan pembangunan desa seperti pada 

tabel 3.3 sebagai berikut : 
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Tabel 3.3 

Identifikasi Permasalahan Pembangunan Desa 

No BIDANG PERMASALAHAN  SOLUSI 

1. Pendidikan 

 

 

Belum semua 

masyarakat dapat 

melanjutkan ke 

jenjang pendidikan 

sampai Sarjana 

karena faktor 

ekonomi 

Penerapan program satu 

rumah satu sarjana 

Masih ada 

pembayaran 

tunggakan SPP 

Pendidikan dari 

masyarakat karena 

faktor ekonomi 

Program santunan 

Pendidikan 

Masih ada keluarga 

dengan anak yang 

berkebutuhan khusus 

dan putus sekolah. 

- Pendampingan Keluarga 

dengan anak 

berkebutuhan khusus 

/putus sekolah 

- Pengembangan 

pendidikan berbasis 

keluarga 

- Fasilitasi layanan 

konseling pendidikan 

keluarga 

 

Dengan terjadinya 

bencana Corona Virus 

Desease 2019 (Covid 

2019) yang 

menyebabkan 

semangat belajar 

anak-anak berkurang 

- siswa siswi tidak masuk 

sekolah atau tidak 

melakukan pembelajaran 

di sekolah 

- pembelajaran dilakukan 

secara online (daring, 

luring) 

 

2. Kesehatan -  Masih terdapat 

permasalahan 

kesehatan utama DB, 

gizi buruk, AKI, AKB, 

Lansia, penyakit 

menular dan penyakit 

tidak menular  

- Kesadaran 

masyarakat terhadap 

perilaku hidup bersih 

dan sehat belum 

optimal 

 

 

Pembinaan/promosi/kese

hatan, PHBS 

PSN (Pemeberatasan 

Sarang Nyamuk) 

Penyuluhan dan 

pembinaan pengurangan 

Angka Kematian  

Ibu dan Angka Kematian 

Bayi 

Kartu Sehat dan Kartu 

KIA 

Adanya Perawat Desa 

Optimalisasi Posyandu 

Balita dan Posyandu 

Lansia 

Penyelenggaraan Posbindu 
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Fasilitasi pendampingan 

keluarga dengan TBC 

Pendampingan keluarga 

dengan ibu hamil dan 

balita 

Pengasuhan bersama atau 

Bina Keluarga Balita 

Penguatan keluarga BKL 

Fasilitasi kegiatan KP Ibu 

Monitoring dan 

pendampingan balita 

penderita kurang 

gizi/suspect gizi buruk 

dan stunting 

Peningkatan Akses Gizi 

Keluarga melalui 

pemanfaatan lahan 

pekarangan 

Peningkatan Akses Gizi 

Keluarga melalui 

pemanfaatan lahan 

pekarangan 

konvergensi pencegahan 

stunting 

Optimalisasi Kader PPKBD 

dan Sub PPKBD 

3. Pekerjaan 

Umum dan 

Tata Ruang 

Masih terdapat jalan 

lingkungan 

pemukiman yang 

mengalami kerusakan 

Rehabilitasi/Pemeliharaan 

jalan lingkungan 

pemukiman 

Pra sarana jalan 

(Gorong2, selokan, 

parit, drainase) belum 

tercukupi 

Pembangunan/rehabilitasi

/peningkatan  Pra Sarana 

Jalan (Gorong2, selokan, 

parit, drainase) 

Masih terdapat 

saluran irigasi yang 

mngalami kerusakan 

Pemeliharaan Saluran 

irigasi 

4.  Kawasan 

Pemukiman 

Masih terdapat rumah 

tidak layak huni 

karena keterbatasan 

kemampuan 

masyarakat 

berpenghasilan 

rendah 

Program 

Pembangunan/rehab 

RTLH Gakin 

 

Masih ada wilayah 

yang tergenang air 

akibat bencana banjir 

Pembangunan sumur 

resapan  

Pengelolaan sampah 

belum optimal 

Pembangunan/rehabilitasi

/peningkatan pengelolaan 

sampah desa/pemukiman 

  Masih ada keluarga 

yang belum 

Pembangunan/rehabilitasi

/peningkatan fasilitas 
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mempunyai jamban 

karena faktor 

ekonomi 

jamban umum/MCK 

umum dll (STBM) 

5.  Urusan 

Ketentraman 

dan Ketertiban 

Umum dan 

Perlindungan 

Masyarakat 

Masih rendahnya 

kesadaran 

masyarakat untuk 

berpartispasi secara 

mandiri dalam 

menjaga ketertiban 

dan keamanan 

lingkungan   

Pelatihan atau 

penyuluhan kepada 

Masyarakat di bidang 

hukum dan perlindungan 

Penyelenggaraan satuan 

keamanan linmas desa 

Penguatan dan 

Peningkatan kapasitas 

tenaga keamanan dan 

ketertiban (Linmas Desa) 

Masih sering terjadi 

kejadian kriminalitas 

dan penyakit 

masyarakat (judi, 

miras, dll) 

Penguatan kelembagaan 

sistem keamanan 

lingkungan  

Pembentukan dan 

pembinaan tim 

penanggulangan penyakit 

masyarakat 

Penguatan peran keluarga 

dalam pencegahan 

penyakit masyarakat  

Pembinaan dan pelatihan 

pengelola sitem keamanan 

lingkungan 

Masih terjadi bencana 

banjir, angin ribut   

Pengembangan dan 

pengelolaan desa siaga 

Penguatan kelembagaan 

FPRB tingkat desa dan 

pedukuhan 

Masih terdapat 

permasalahan 

sengketa waris, utang 

piutang dalam 

masyarakat 

Pemberdayaan Lembaga 

Mediasi Desa (LMD) 

6. Kepemudaan 

dan Olah Raga 

Belum optimalnya 

kegiatan Karang 

Taruna 

Pembentukan dan 

pembinaan pengurus  

Karang Taruna yang baru 

Kondisi sarana dan 

pra sarana olah raga 

belum optimal 

Pembangunan/rehabilitasi

/peningkatan sarana 

prasarana olah raga milik 

desa 

7. Pengendalian 

penduduk dan 

Keluarga 

Berencana  

Belum optimalnya 

data kependudukan 

Validasi data 

kependudkan 

Keterlibatan 

masyarakat dalam 

program KB masih 

rendah 

Penyuluhan dan 

pembinaan Keluarga 

Berencana 

 

Pembinaan PPKBD dan 

Sub PPKBD   
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8. Komunikasi 

dan 

Informatika 

Belum optimalnya 

pemahaman 

masyarakat terhadap 

program/kegiatan 

Pemerintah Desa  

Peningkatan sosialisasi 

tentang program/kegiatan 

Pemerintah Desa melalui 

Musdus, SID (Instagram, 

fanpage, website) 

Pengembangan Sistem 

Informasi Desa 

SDM yang menguasai 

teknologi informasi 

terbatas 

 

Perekrutan SDM yang 

mempunyai kemampuan 

teknologi informasi 

9. Pertanahan Ada sebagian tanah 

Desa yang belum 

bersertifikat 

Pensertifikatan Tanah 

Desa 

Masih ada tanah milik 

masyarakat yang 

belum bersertifikat 

karena faktor 

ekonomi 

Fasilitasi sertifikat tanah 

untuk masyarakat 

 

10 Pemberdayaan 

Masyarakat 

Belum optimalnya 

partisipasi 

masyarakat desa 

dalam pembangunan 

desa belum optimal 

Meningkatkan partisipasi 

masyarakat desa dalam 

pembangunan desa 

 Penguatan keluarga dan 

Kader Mitra Keluarga 

 Pemberdayaan lansia 

produktif 

Belum optimalnya 

peran perempuan 

dalam pembangunan 

desa 

Pengutan kelembagaan 

forum pemberdayaan 

perempuan dan 

perlindungan anak 

Pelatihan, penyuluhan 

pemberdayaan perempuan 

Masih ada 

masyarakat yang 

tidak mempunyai 

pekerjaan (miskin) 

Perekrutan tenaga kerja 

masyarakat melalui unit 

usaha BUMDes 

  

Peningkatan 

kesejahteraan keluarga 

(tabungan, jaminan hari 

tua dan kesehatan  

Masih terjadi 

permasalahan 

bersumber pada 

keluarga 

Penyelenggaraan klinik 

konsultasi keluarga 

Peningkatan akses 

layanan kesehatan 

keluarga RTM 

Revitalisasi infrastuktur 

sosial berbasis 

masyarakat  
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11. Kebudayaan 

dan 

Keagamaan 

Pengelolaan aset seni 

budaya, benda cagar 

budaya Belum 

optimal  

Peningkatan pemahaman 

dan Apresiasi seni budaya 

kepada Masyarakat 

Minat generasi muda 

untuk mempelajari 

budaya lokal dan 

keagamaan  masih 

kurang  

Pengembangan dan 

pembinaan kehidupan 

sosial keagamaan 

Peningkatan literasi 

budaya desa 

Pemahaman 

masyarakat terhadap 

pentingnya 

pelestarian aset seni 

budaya masih rendah 

Pembinaan group 

kesenian dan kebudayaan 

tingkat desa 

Penyelenggaraan Festival 

kesenian, 

Adat/Kebudayaan tingkat 

desa  

12 Kearsipan Belum optimalnya 

pengelolaan kearsipan 

Peningkatan pengelolaan 

kearsipan 

Pengembangan kualitas 

SDM Kearsipan 

13  

Perpustakaan 

Pengelolaan 

perpustakaan desa 

belum optimal 

Peningkatan kuantitas 

dan kualitas 

perpustakaan  

Pengembangan SDM 

Perpustakaan 

 

14 Pertanian Produksi hasil 

pertanian belum 

optimal 

Penguatan kelembagaan 

usaha tani 

Pemberdayaan kelompok 

Tani 

Pengembangan tanaman 

dalam pot 

 

 

 Minat generasi muda 

untuk mengolah 

pertanian masih 

rendah  

Peningkatan partisipasi 

pemuda dalam usaha tani 

  Alih fungsi lahan 

petanian ke non 

pertanian masih 

tinggi 

Pemanfaatan lahan 

pekarangan berbasis 

keluarga  

15 Lingkungan 

Hidup 

Penurunan kualitas 

lingkungan hidup 

yang disebabkan oleh 

pembuangan sampah 

sembarangan 

Peningkatan kualitas unit 

usaha BUMDes dalam 

pengelolaan sampah  

Kesadaran 

masyarakat dalam 

mengelola sampah 

masih rendah  

Peningkatan fasilitas 

pengelolaan sampah 

dengan Bank Sampah 

Penetapan Peraturan Desa 

Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga dan 
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Pedoman Penyelenggaran 

Bank Sampah  

16 Perencanaan 

Pembangunan  

Kualitas SDM 

perencana belum 

optimal 

Peningkatan kapasitas 

SDM Perencana 

Kualitas data 

 perencanaan belum 

optimal 

Peningkatan kualitas data 

perencanaan 

17 Urusan 

Kepegawaian 

Belum optimalnya 

kinerja perangkat 

desa 

Peningkatan kapasitas 

perangkat desa 

Peningkatan kinerja 

melalui bea siswa kuliah 

Perbaikan kultur  

birokrasi pemerintahan 

desa 

Peningkatan budaya kerja 

 

18 Koperasi dan 

usaha kecil 

menengah 

Pengelolaan 

Managemen usaha 

koperasi dan UMKM 

belum optimal 

Penyelenggaraan klinik 

konsultasi bisnis 

Perluasan layanan zakat 

produktif 

19 Urusan 

kesretariatan 

desa 

Belum optimalnya 

pengadministrasian 

pelaksanaan kegiatan 

APBDes  

 

 

Peningkatan 

pengadminitrasian 

pelaksanaan kegiatan 

APBDes 

Peningkatan kapasitas 

TPK (Tim Pelaksana 

Kegiatan) 

Pembaharuan Data 

profil desa belum 

maksimal 

Penyusunan/pendataan/ 

pemutakhiran profil desa 

20 Ketahanan 

Pangan 

Ketertarikan terhadap 

bahan pangan lokal 

masih rendah 

Peningkatan literasi 

pangan lokal berbasis 

keluarga  

Peningkatan Akses Gizi 

Keluarga Melalui 

Pemanfaatan lahan 

pekarangan   
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BAB IV 

PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 

TAHUN 2021 

 

Prioritas pembangunan desa merupakan program kegiatan yang secara khusus 

berhubungan dengan sasaran pembangunan desa dan memiliki daya ungkit 

yang besar bagi kinerja pembangunan desa.  

Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan melakukan evaluasi 

terhadap permasalahan  pembangunan desa. 

Pada tahun 2021 pembangunan Desa Panggungharjo secara umum 

diprioritaskan untuk : 

1. Penanganan dan penanggulangan bencana; 

2. Peningkatan manajemen pemulihan ekonomi dan sosial serta penguatan 

infrastruktur dengan memperhatikan protocol kesehatan; 

3. Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan; 

4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan; 

5. Pemantapan Ketahanan Pangan; 

6. Peningkatan Sarana  Pra Sarana dan Kualitas Lingkungan Hidup; 

7. Melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang 

diwujudkan dalam bentuk peningkatan kinerja pelayanan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Panggungharjo. 

8. Peningkatan keamanan lingkungan 

 

Prioritas pembangunan Desa  Panggungharjo Tahun 2021 dalam rangka 

mewujudkan pembangunan tahun ketiga RPJMDes 2019-2024 dijabarkan 

dalam bentuk program atau kegiatan. Prioritas Program dan Kegiatan Tahun 

2021 meliputi 5 (lima) bidang sebagai berikut : 

 

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 

1. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kepala  

Kewilyahan dan BPD (Dukuh Jaranan); 

2. Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa; 

3. Mediasi Konflik Pertanahan (Lembaga Mediasi Desa); 

4. Penyelenggaraan Musyawarah Desa RKPDes dan Musdes lainnya;  

5. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa RKPDes 

(Musrenbang); 

6. Pemeliharaan Gedung/Pra Sarana kantor desa; 
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7. Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID); 

8. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan; 

9. Penyediaan operasional pemerintah desa 

10. Penyediaan Operasional BPD; 

 

 

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 

1. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah/Drainase/Limbah RT 

(Krapyak wetan RT 7 dan 8) 

2. Konvergensi Pencegahan Stunting; 

3. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan; 

4. Pembinaan/Promosi Kesehatan (PHBS) 

5. Penyelenggaraan Posyandu 

6. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin / Berprestasi; 

7. Dukungan Penyelenggaraan PAUD; 

8. Pemeliharaan Embung Milik Desa; 

9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan fasilitas jamban 

umum/mck umum 

10. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak 

layak Huni; 

 

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 

1. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa; 

2. Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak; 

3. Penguatan Kelembagaan Sistem FPRB Tingkat Desa dan Pedukuhan; 

4. Pembinaan Karang Taruna/Klub Olah Raga Tingkat Desa; 

5. Fasilitasi Gelar  Potensi Kepemudaan dan Keolahragaan; 

6. Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan; 

7. Pembinaan/pengawasan Rumah Kos; 

8. Pembinaan PKK; 

9. Pembinaan LPMD; 

10. Penguatan Kelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan; 
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D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

1. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana (angkat Walet); 

2. Fasilitasi Kelompok-kelompok Masyarakat di bidang pertanian dan 

peternakan; 

3. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan; 

4. Pembinaan dan Penanganan bagi Lansia dan Anak Terlantar; 

5. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel; 

6. Pelayanan Zakat Produktif; 

7. Peningkatan Kapasitas BPD; 

8. Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa. 

 

E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN 

MENDESAK DESA 

1. Penanggulangan Bencana 

2. Keadaan Darurat 

3. Keadaan Mendesak 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Program Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Desa Panggungharjo Tahun 

2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa  Panggungharjo ini digunakan 

sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaraan Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDesa) Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul 

Tahun Anggaraan 2021.  

 

Disamping itu, RKPDesa Panggungharjo Tahun 2021 ini digunakan sebagai 

bahan evaluasi Rancangan Peraturan Desa Panggungharjo tentang APBDesa 

Panggungharjo Tahun 2021, untuk memastikan APBDesa Panggungharjo 

Tahun 2021 telah disusun berlandaskan RKPDesa Panggungharjo Tahun 

2021. 

  

Dokumen ini diharapkan menjadi media komunikasi secara berkelanjutan 

antar semua pelaku pembangunan dan sebagai media evaluasi pelaksanaan 

program/kegiatan supaya tetap sesuai dengan rencana. 

 

Bantuan dan dukungan dari Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten serta 

masayarakat sangat di harapkan demi terlaksananya Program Kerja 

Tahunan Desa Panggungharjo. 

 

 

 

Panggungharjo,       November  2020  

LURAH DESA PANGGUNGHARJO,                              

   

  Ttd 

 

WAHYUDI ANGGORO HADI 
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NO BIDANG

1. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan 

Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan 

& BPD (Dukuh Jaranan)

2. Penyusunan/Pendataan /Pemutakhiran 

Profil Desa

3. Mediasi Konflik Pertanahan (Lembaga 

Mediasi Desa)

4. Penyelenggaraan Musyawarah Desa 

RKPDes dan Musdes lainnya

5. Penyelenggaraaan Musyawarah 

Perencanaan Desa RKPDes (Musrenbang)

6. Pemeliharaan Gedung / Prasarana 

Kantor Desa

7. Pengembangan Sistem Informasi  Desa 

(SID)

8. Pelayanan Administrasi umum dan 

kependudukan

9. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

10. Penyediaan Operasional BPD

1. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air 

Limbah / Drainase / limbah RT (Krapyak 

Wetan RT 07, 08)

2. Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan

/pengadaan Sarana/Prasarana 

Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa

3. Konvergensi Pencegahan Stunting     

4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

5. Pembinaan / Promosi / Kesehatan, PHBS

6. Penyelenggaraan Posyandu (Balita dan 

Lansia)

7. Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin 

/ Berprestasi

8. Dukungan Penyelenggaraan PAUD

9. Pemeliharaan Embung milik Desa

10. Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan 

Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll 

(STBM)

1. Persiapan Kesiapsiagaan /Tanggap 

Bencana Skala Lokal Desa

2. Penguatan Kelembagaan Sistem 

Keamanan Lingkungan 

DAFTAR PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN RKPDes 2022

DESA PANGGUNGHARJO

PROGRAM KEGIATAN

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa

1

3

Pelaksanaan Pembangunan 

Desa

2

Pembinaan Kemasyarakatan

Halaman 1
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LIN
AN



NO BIDANG PROGRAM KEGIATAN

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa

1 3. Penguatan Kelembagaan FPRB Tingkat 

Desa dan Pedukuhan

4. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

5. Pembinaan PKK

6. Pembinaan Karang Taruna/Klub Olah 

Raga Tingkat Desa 

7. Pembinaan dan Pengembangan Forum 

Anak

8. Fasilitasi gelar potensi kepemudaan dan 

keolahragaan

9. Pengembangan dan Pembinaan 

Kehidupan Sosial Keagamaan

10. Pembinaan dan Pengawasan  Rumah 

Kos/Sewa

1. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier 

/Sederhana (Angkat Walet)

2. Fasilitasi Kelompok - kelompok  

Masyarakat di bidang pertanian dan 

peternakan

3. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan 

Perempuan

4. Pembinaan dan Penanganan bagi Lansia 

dan Anak Terlantar

5. Pelatihan dan Penguatan Penyandang 

Difabel 

6. Pelayanan Zakat Produktif

7. Peningkatan Kapasitas BPD

8. Optimalisasi Peran Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Desa

1 Penanggulangan Bencana

1 Keadaan Darurat

1 Keadaan Mendesak

5

Pemberdayaan Masyarakat 

Desa

4

Penanggulangan Bencana, 

Keadaan Darurat dan 

Mendesak Desa

3 Pembinaan Kemasyarakatan

Halaman 2
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: Panggungharjo

: Sewon

: Bantul

: Daerah Istimewa Yogyakarta

1 DPPKBPMD Ngireng-ireng RT 04 meter 40.000.000       

2 DPPKBPMD Prancak Glondong RT 06 meter 50.000.000       

3 DPPKBPMD Kweni RT 08 unit 20.000.000       

4 DPPKBPMD Dongkelan unit 25.000.000       

5 DPPKBPMD Dongkelan meter 130.000.000     

6 DPPKBPMD Krapyak Wetan RT 12 meter 20.000.000       

285.000.000   

Panggungharjo, 3 November 2020

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Ttd

Yuli Trisniati, SH

Jumlah

Cor Blok Jalan

Pembangunan Cor Blok

Lampu Penerangan Jalan

Penerangan Jalan Umum

Aspal Jalan Lingkungan

Pembangunan Saluran Air Hujan

SATUAN

PROVINSI

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN

YANG MASUK DESA TAHUN 2021

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

VOLUME PAGU DANA
PRAKIRAAN 

PELAKSANA
No PROGRAM KEGIATAN LOKASI KEGIATAN

SKPD PENGELOLA 

PROGRAM/KEGIATA

N
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: Panggungharjo

: Sewon

: Bantul

: Daerah Istimewa Yogyakarta

1 Mangunan RT 06 Cabeyan Pengerasan Jalan Lingkungan 40.000.000                  

Pandes RT 02 Pembangunan Sumur Resapan 25.000.000                  

Geneng RT 04 Pembangunan Talud 40.000.000                  

Geneng RT 02 Penerangan Jalan Kampung 20.000.000                  

Garon RT 01 Pembangunan Corblok Jalan 20.000.000                  

Gesikan RT 04 Dk. Jaranan Pembangunan Saluran Drainase 45.000.000                  

Gesikan RT 06 Dk. Jaranan Pembangunan Corblok Jalan 45.000.000                  

Kweni RT 08 Pembangunan Sumur Resapan 20.000.000                  

Glondong RT 08 Pengerasan dan Penerangan Jalan 100.000.000                

Pelemsewu RT 04, 05, 06 Corblok Jalan 50.000.000                  

Pelemsewu RT 09 Corblok Jalan 70.000.000                  

Glondong RT 04 Pembangunan Sanitasi Lingkungan 35.000.000                  

Prancak RT 04 / Glondong Corblok Jalan 30.000.000                  

Kapyak Kulon RT 07 Drainase 50.000.000                  

Krapyak Wetan RT 03 Penerangan Jalan Umum 20.000.000                  

Geneng RT 05 Pengecoran Gang 50.000.000                  

Krapyak Kulon RT 02
Pembangunan SAH dan Tiang Lampu 

Penerangan Jalan
20.000.000                  

Krapyak Kulon RT 04 Penerangan Jalan 20.000.000                  

Sawit RT 02 Penyempurnaan Gedung Pertemuan 60.000.000                  

760.000.000                   

Prakiraan Pagu Dana 

(Rp)
Prakiraan Pelaksana

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN

YANG MASUK DESA TAHUN 2020

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

PROVINSI

No Asal Program / Kegiatan Lokasi Nama Program / Kegiatan

Dari Pemerintah Daerah Kabupaten

Jumlah

Desa Panggungharjo, 09 Desember 2019

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Yuli Trisniati, SH

Ttd
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: Panggungharjo

: Sewon

: Bantul

: Daerah Istimewa Yogyakarta

No Program / Kegiatan Lokasi Kegiatan Volume Satuan Pagu Dana (Rp)

1 Pengerasan Jalan 

Lingkungan

Mangunan RT 06 

Cabeyan

153 m² 40.000.000         

2 Pembangunan Sumur 

Resapan

Pandes RT 02 20 unit 25.000.000         

3 Pembangunan Talud Geneng RT 04 60 m² 40.000.000         

4 Penerangan Jalan 

Kampung

Geneng RT 02 21 unit 20.000.000         

5 Pembangunan Corblok 

Jalan

Garon RT 01 73 m² 20.000.000         

6 Pembangunan Saluran 

Drainase

Gesikan RT 04 Dk. 

Jaranan

131 m² 45.000.000         

7 Pembangunan Corblok 

Jalan

Gesikan RT 06 Dk. 

Jaranan

170 m² 45.000.000         

8 Pembangunan Sumur 

Resapan

Kweni RT 08 10 unit 20.000.000         

9 Pengerasan dan 

Penerangan Jalan

Glondong RT 08 300 m² 100.000.000       

10 Corblok Jalan Pelemsewu RT 04, 

05, 06

50 m² 50.000.000         

11 Corblok Jalan Pelemsewu RT 09 265 m² 70.000.000         

12 Pembangunan Sanitasi 

Lingkungan

Glondong RT 04 400 m² 35.000.000         

13 Corblok Jalan Prancak RT 04 / 

Glondong

110 m² 30.000.000         

14 Drainase Kapyak Kulon RT 07 147 m² 50.000.000         

15 Penerangan Jalan 

Umum

Krapyak Wetan RT 

03

21 unit 20.000.000         

16 Pengecoran Gang Geneng RT 05 220 m² 50.000.000         

17 Pembangunan SAH 

dan Tiang Lampu 

Penerangan Jalan

Krapyak Kulon RT 

02

43 m² 20.000.000         

18 Penerangan Jalan Krapyak Kulon RT 

04

21 unit 20.000.000         

19 Penyempurnaan 

Gedung Pertemuan

Sawit RT 02 1 unit 60.000.000         

760.000.000          

Desa Panggungharjo, 09 Desember 2019

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Ttd

Yuli Trisniati, SH

DPPKBPMD

DPPKBPMD

DPPKBPMD

Jumlah

DPPKBPMD

DPPKBPMD

DPPKBPMD

DPPKBPMD

DPPKBPMD

DPPKBPMD

DPPKBPMD

PROVINSI

SKPD 

pengelola 

program/kegiat

an

DPPKBPMD

DPPKBPMD

DPPKBPMD

DPPKBPMD

DPPKBPMD

DPPKBPMD

DPPKBPMD

DPPKBPMD

DPPKBPMD

KABUPATEN

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 

PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

TAHUN 2020

DESA

KECAMATAN
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